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Resepakdian Kerja Wakiu Tertentu vanyg diluangkan dajan:
Ferjanjian Kerja Wakiu fertentu pada privsipayva terdapat syarat-syarat
kKerja serta hak dan kewajiban para Pthak vang telah disepakaii dimana
dapat dibuat dibawabh angan bermeteral cikup ataupun yang dibuai
diftadapan Nolaris sesual Pasai | Undang-lindang Republih indonesia
Nowwar © 30 Tuhun 2004 tentaig Juabitan Notaris vang kua sebur Akia

Aulentik dengan tetap wenjungung inggt Pasal 1370 B.W. selingai Syuroi

Reseimbnangsyi, Asas Kepustinn Hukam, Asas Moral, Ases Kepatubio, Asas
Kebiasaun, dan Asis Perlindungan. Uembuatan Perjanjian Kerja untok
Weakiu Terteniu dibuat dulasarkan atas fangika wdkity atau seiesainya suaty
peketaan ertentie sesuar ongan  Undang-Undang Republik Indonesia
Nomwer ¢ 153 Tuhan Z0U3 jo Peraiarun Mewiers Tenagn Rerjg Repuaiiis

fidvnesiy Nomor ; PER-G3AFENAGR3. Tfekiifitas Poraturan Perundang
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yang lereantum dajsm Peraturan itu sendird serid stromen pendukungnya
vaksi atuidn pelaksana dan aparat penegak hubum, sehingga  dalam
erundang-Undangan dapat berlaku  secasa

poidksanaannya Feraturan
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BAB 1

PENDAHULUAN —

MILIE

URIVERSIYAS

AIRMA
SURABAY,

~

Latar Belakang Permasalahan,

i tengah persiapan kita untuk menghadapi era-globalisasi dimana
Jdimulai dengan pemberlakuan ketentuan APEC pada Tahun 2004, desakan
akan peraturan yang mengakomodir kepentingan bangsa ini khususnya di
bidang ketenagakerjaan dan dunia Notaris sangatlah pekik serta haruslah
kita persiapkan dengan matang bersamaan dengan waktu yang terus cepat
berjatan.

Guna mengantipasi akibat dari era-globalisasi vang termasuk
Kebebasan orang-orang asing untud bekerja hampir di semua lini industri
baik jasa maupun manufacturing, maka perlu adanva teformasi disegala
bidang demi kepentingan rakyat. Salah satunya adalah berkenaan dengan
Hukum Petburuhan vang notabene berbicara sual ketenagakerjaan dan akan
terkait pula dengan suatu kesepakatan vang dituangkan dalam “Perjanfian
Kerfa” ataut terkadang pula disebut dilapangan “Kortrak Kerja”.

Penalis yang sekaligus mahasiswa merasa terpanggil unluk ikt
berjuang demi terciptanva reformasi khususaya di bidang hukam melahu

tulisan tesis ini. Salah satu Reformasi Hukum yang diperjuangkan melajui
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tesis mi adalah terciptanya produk hukum dimana Perfanjian Kerja dibuad
dalam bentok Akta Notarts, sehingga dapat berlaku sebagaimana mestinya
sebagal genderang-genderang poncari keadilan di negara hukum Kita yang,
s1ap menegakkan keadilan diatas bumi ini.

Perjanjian Kerja adalah Pegjanjian astara Pekerja/Buruh dengan
Uengusaha atau Pemberi Ketja yvang memuat svarat-svarat kerja, hak, dan
kewajiban para Pihak.

Resepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah Perjanjian Kerja antara
Pekerja dengan Pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam wakiu
tertentu atau pekerjaan tertentu,

Perjanjian Kredit  dimaksud harus  dibuat secara  tectulis  dan
menggunakan bahasa Indonesia serta huruf latin,

Bicara mengendl produk hukum yakni Undang-Undang, maka kita

tidak hanya bevarusan dengan formal fegalistik (hukum) semata, akan tetap

FN

pasti juga dengan masalah interst tortentu yaitu “pertarungan kepentingan”
(pohitik} dalam proses pembentikannya. Faktor-faktor mana vang domiian
dalam penciplaan suatu produk hukum imlah yang akan mencntukan scatu
kepentingannya. Karenanya suaty produk hukum dalam hal ini Undang-
Undang, didalam dGirinya tidak selalu dapat diliacapkan becorientasi kepada
kebenaran dan keadilan, demikian juga dengan peraturan dibawahnya.
Perbaikan menyeiuruh terhadap strukiur kekvasaan dan system pemerintah

yaily, ada mutlak harus dilaksanakan disamping iti pula budava/culture

Tesis Kesepakatan kerja waktu ...... Agus Purwatiningsih
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(]

“gotong royong” vang ada perlu ditelaah ulang, sehingga penvakit
KKN/Koncoisme bisa dieliminir sehingga terciptalah suatu budaya yang
profesional datam bekerja dan berkarya.

Idealnya suatu Perjanjian Kerja adalah menganut “Freedom of
Contruct” (Asas Kebebasan Berkontrak) vntuk para Pihak, “Pacta Suit
Servanda” (hanya mengikat para Pihak) dan “Privity of Contract” guna
mengakomodir kepentingan para Pihak dengan beradaptasi pada scgala
sititast dait koodisi yang melatar-belakanginya. tapi sangat disavangkan hal
ini sulit sekali diterapkan di Indonesia. Kalau kita melihat dari sisi semakin
fingginya tingkat kebutuhan manusia dimana diikuti pula harga kebutuhan
tersebut vang melambung tinggi akan tetapi fronisnya tidak difkuti dengan
dngkat kesejahteraan. Hal ini karenakan salah satunya adalah jumlah
penganggurain lokal di Indowesia yang semakin hari semakin bertambah
vang belum mendapatkan kesempatan bekerja ataupun yvang ter-PHK
{(Penmtusan Hubungan Kerja) dalam berbagai proses. Guna mempercepat
proses peacarian dan pendapatan pekergaan di sisi calon Pekedja vang sangat
kompetitif serta mencari Pekerja yang berkualitas disisi Pengusaha dengan
vepat dan tidak berbelit dengan adanya proses administrasi vang ujung-
wjupngnva duoit, diperlukandah suatu kebebasan  antuk membiat dan
melakukan suatu Petjanjian Kerja, khusasnva dalam tesis ini dititik-beratkan
pada hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu vang

berada di wilavah Indonesia. Perjanjian Kerja vang dimaksudkan tersebut
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diatas dapat dituangkan dalam Perjanjian dibawah tangan juga pula dapat
dibuat dihadapan Notaris untuk kepentingan para Pihak tanpa campur
tangan  Pemerintah dalam hal ini Deparlemen Kelenagakerjaan Dan
Transmugrast.

Campur tangan aparatur Negara dalam hal kebebasan untuk
membuat Perjanjian Kerja sangat-sangal mengebiri perkembangan variasi
Perjanjian Kerja yang mestinya go internasional, efisien, efektif dan terjamin
kepastian hukumnya, Contohnya, mengenal proses pendaftaran Perjanjian
Ketja yang memuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu kepada Kantor
Departemen Tenaga Kerja setempat dalam hal ini apa juga berlaku untuk
Perjanjian Kerfa dimaksud apabila dibuat dihadapan Notaris.

Svstem Hukum Perdata kita vaitu Buke [T BW. {(Buigerlijk
Wetboek) tentang Perikatan, hanya digunakan sebagai pelengkap saja sesual
dengar sifatnya. Sahnya Perjanjian tunduk pada kelentuan umum Pasal 1320
W, vaitu terdapat 4 {empat) syarat suatu perjanjian dikatakan “SAH”,
apabila miemuat :

1. Kkata sepakatl/kesepakatan mercka yang mengikatkan dirinya ;

13

wCakapan para Pihak untuk membuat suatu perikatan tormasuk
didalaninya adalah suatu Peganjian ;

3. suatu hael tertentu/dapat ditentukan ; dan

4. suatu kuasa yang diperbolehikan/sebab yang halal,

Tesis Kesepakatan kerja waktu ...... Agus Purwatiningsih
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Pasal 1338 jo Pasal 1340 B.W. diatur mengenai Asas Freedom of
Contract, Pucta Sunit Servanda, dan Privity of Contraci, dimana semuanya
berkenaan dengan Pasal-Fasal yang memuat segala hal vang disepakati paia
Pihak dan berlaku kepada mereka pula.

Menurirt system Hukum Perburuhan dimana dalam  Undang-
Undang Republik fndonesia Nowor : 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 14
dinvatakan bahwa Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara Pekerja/Buruh
dengan Pengusaha atau Pemben Kerja yang memuat svarat-svarat kerja, hak,
dan kewajiban para Pihak,

Secarva implicit dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nowmor : PER-02/MEN/1993, tentang Kesepakatan Kerja Waktu
Tertentu pada Pasal 1 butir a, vaitu

Perpaupsen  heeia  utara  Pekerje  denugan  Pengusaka,  wnbvk
tengadakay hubungan Eeria doalam tweakin terientn alan untuk
peherinan lertentn.

Pisal 6 ayat 1 Peraturan Menleri Tenaga Kerja Republik Tndonesio
Nomoar : PFR-02/MEN/1993. tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertontu,
diakur

Kesepakatan Kerjn Wakin Tertentn dibuat rangkap 3 (tigar masing-
nusing untiek Pekerju, Pengusala dow Kantor Deparfesucn Tenaga
Kerja setempat anlnk didaftarkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nowmor @ 30 Tahun 2004
womtany Jabutan Notaris Pusal T dinyatakan babwa Notaris adalah Pejabat
Umum vang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan

fainnya sebagaimana dimaksud datam Undang-Undang ini.
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[Hubungan Industrial Pancasila dimana dalam Simposinm pada

Fithun 1973, menurut Sudomo adalah :

Pengertian Dusar Palsafall Hulbamgan Perburuhan Pancusila wdalah
Hubungan anlara para pelakn dalam proses produksi barang dan jasa
didasarkan  atas  nilai-nilal yang merupakan uumifestasi  dasi
keseluruhan sila-sila Pancasila din Wndang-Undang Dasar 1945 yang
Lumtbult dan berkembang diatas kepribadian bungsa dan kebudayaon
nasional

Akan tetapi dalam prakteknya cita-cita akan terciplanva Hubungan
Industrial Pancasila ini hanyalah slogan biasa, vang juga kita katakan sebagai
“Lips Service” semata. Banyak sekali bermunculan kasus-kasus berkenaan
dengan Hubungan Industri antara Pengusaha atau Majikan atau Derusahaan
yauyg notabene sebagal yang moemibeti pekerjaan dengan memberikan
imbalan tertentu {upah/gaiji), dan Pekerja atau Buruh atau Karyawan dimana
schagal penerima atau pelaksana pekerjaan terscbut dengan mendapat
intbalan, scbagai akibat gesekan-gesekan berbagai kepentingan termasuk
pula permasalahan vang terkait dengan Perjanjian Kerja yang termuat
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.

Fada tesis int penulis hanya akan membahas mengenai Kesepakatan

Kerja Waktu Tertentu Dan Efektifitas Peraturan Perimndang-Undangannya,

dimana dikhususkan pada wilayah kerja di fndonesia dengan disertai pula
pads akhir penulisan ini contoh Akta Notaris yaitu Perjanjian Kerja untuk
karyawdn kontrak/burub kentrak/ pekerja waktu tertentu yany penalis buat

sebagai salah satu acunan dalam pembuatan Perjanjian Kerja.

" Disampaikan oieh K. Indiarsgre. pada tanggal |4 Maret 1995 di Kuliah Umum Hukum Perburuban.
Fakultus Hokum, Linlversitas Aiflangys, Surabaya.
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Deranjak dari Latar Pelakong Permasalahan diatas, maka vang
niefjaci permasalahan adalal sebagai berikut :

Lo Apakal Resepakatan Kerja YWaktu Tertentu dan Kebebgsannya dalam

Ststeny Hukum Perdata (Perjanjian) dan Hukunr Perburnban 4

ndonesi serti bagarmaiiakalt  efrktifitas Prrndangin-

Hhrdungmimya 2 Apakal syaratf-syarat kerju, serta hiak dare kewaiibin

Apakati tagus dan peranun Notaris berkaitun dengan penduiiun

o

Perjunjian Kerjie yang et Kesepakatun Kerja Waktn Tericintn?
Bagaimana prosedur pembuatan Resepakaian Kerfa Wakiu Tertentn

sebagar Perjanfian Kerja Waktu Terientu ?

2. Penjelasan Judul.

Selubungan dengan judul tesis ini, yakni :  “Kesepakatan Kerja
Waktu ‘tertentu Dan [fektifitas Peraturan Perundang-Undangannya”,
Maka akan dibahas mengenai Porjanjian Kerja dimana tertuang  suatu
Kesepakalan Kerja Waktu Tertentu di wilayah Indonesia dan sampai sejauh
mana Feraturan Perundang-Undangan vang mengaturnya berlaku efekfif.

Istilah Kesepakatan Waktu Kerja Tertentu dalam Undang- tUidung

Republik Indonesia Nomor : 13 Tahur 2003 tidak secara jelas discbutkan.
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AKan tetapi secara implicit menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerfa
Republik Indonesia Nomor ;: PER-02/MEN/1993, tentang Kesepakatan Kerja
Waktu lertentu pada Pasal I butir a, disebutkan bahwa

Berjanjian  kerja  antara  Pekerja  dengan Pengusaha,  wntok
menyadakan hubungan kerja dalam wakin tertentu atan wntuk
pekeriaan tevtenti.

tatilah  Lfcktifitas adalah mengukur dalam hal sampai dimana
sesuatu tersebut berlaku atau dilaksanakan, berhasil atau tidaknya dalam hal
ini Peraturan Perundangan-Undangan terkait yang berlaku.

tstilah Peraturan Perundang-Undangan adalah Ketentuan dan
peraturan-peraturan Negara yang dibuat ovleh Pemerintah (Menteri, Badan
Eksekutilf, dan sebagainva) disahkan oleh Parlemen (Dewan Perwakilan
Rakval, Badan Tcgislatif, dan sebagainya) ditandatangani Kepala Negara
P'residen, Kepala Pemerintah, Raja) dan mempunyai kekuatan yany
raengikat (4

Disini yang dimaksud Peraturan Perundang-Undangannya adalah
Peraturan Perundang-Undangen yang berlaky dimana mengatur Perfanjian
secata umum dengan diserlal asas-asasnya, peraturan perburuhan yang
terkait dengan Perjanjian Kerja vang mengatur Kesepakatan Kerja Waktu
Tertentu dan juga pula peraturan yang berhubungan dengan jabatan Notaris

scebagai pejabat vang berwenang untuk membuat suatu Akta Notaris.

* Tim Penvusun Kamus Pusat Pemhinaan dan Pengembangan Bahasa/Depdikbud, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Cet. [T, Bala Pustaka, Jakarta, 1989 him. 951,
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Jadi secara keseluruhan yang dimaksud dengan “Kesepakatan Kerja
Wiikitu Tertenty Dan Efektifitas Peraturan Perumdang-Undangannya” adalah
suatu  pembahasan yang  berkenaan dengan Perjanjlan  Kerja  antara
Pengusaha/Perusahaan  dengan  Pekerja/Buruh,  untuk  mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertente (Kerja
Kontrak) dimana dikaitkan pula dalam pelaksanaannva sampat dimana

penerapan peraturan tersebut berjalan secara efektif di lapangan.

3. Alasan Pemilihan Judul.

Seiring perkembangan zaman dimana menuntut sesuatu movasi
baru dibidang hukum, tidak menutup kemungkinan bahwa i dunia bisnis
vang lermasuk pula terkait dengan dunia perburuhan juga ikut berkembang.

Suatu Perjanjian Kerfa vang merupakan pedoman bagi
Pekerja/Bueuh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja dimana  awemuat
syarat-syarat kerja. hak, dan kewafiban para Pihak tentulah  juga
mengkondisikan peradaban zaman.

bi o evaglobalisasi  sualn  kebebasan  untuk  membuat  suatu
Perjanjlanpun juga haruslah dapat dipunvai oleh setiap manusia, akan tetapi
etap disesuaikan dengan kondisi Peraturan Perundang-Undangan, norma

ataupun nilai-nilai kepatutan yang berkembang di wilayah setempat.
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Ciejolak perselisihan antara Pekerja/Turuh dengan
Ponyrusaha/Majikan seakan tidak pernah berhenti selama kepentingan-
kepentingan masing-masing para Pihak tidak terjadi saling pengertian dan
pemahaman. Demo pekerja atau lock ont vang dilakukan oleh Pengusaha
aiasih [uga terjadi.

Banyaknya  kepentingan  diantara  Pokerja/Buruh  dengan
Pengusaha/Majikan serta juga saat ini ditambah dengan munculaya sustu
agen datau Perusahaan Penvedia Jasa Pekerja/Buruh sangatlah beraneka,
schingga kebutuban akan Perjanjian Kerja dalam kesempatan int penulis
memickuskan pada Perjanjian Kerja vang memuat Kesepakatan Kerja Waktu
Tertentu  dirasakan  perls untuk  dikaji  dan  diformulasikan guia
mengabomodir semua kepentingan-kepentingan  tersebut. Hal ini juga
mempengarudii akan efektifitas Peraturan Perundang-Undanganaya.

Keberadaan Petjanjian Kerja vang memuat Kesepakatan Kerja
Waktu Tertentu dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Suil
Servitidy, dan Privity of Comtrac! harusiah dibuat secara tertulis dan harus
menggunakan berbahasa Indonesia scrta huraf lating Peran serta Notaris
sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan
kewenangait  lainnyd  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang
Republik Indonesiu Nowor ; 30 Talim 2004 wenlang fabatan Notaris sanpat

pula dibutuhkan keberadaannya.

Tesis Kesepakatan kerja waktu ...... Agus Purwatiningsih



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga Helaman ii

Para pihak dalam membuat suato Perfanjian Kredit vang memuat
Kesepakatan Kerfa Waktu Tertentu baik vang dibuat dibawah tangan
kemirdian dilakukan Waarmerken ataupun dilegnlisasi dan juga dibuat
dihadapan Notaris tentunya sangat diperlukan guna mengakomodir segala
kepentingan para Prhak serta terjamin kepastian hukoumsiya,

Peran serla Notaris vang non blok dituntut kesadaran
moral/morality untuk secara profesional dan jujur sebagai Profesi Mulia
{officium nobife) dalam pembuatan Akfe Awtentik khususnya Perfatijian

Koera vane memuat Kesepakatan Ketia Waktu Tertentu.
Jet F

4. Tujuan Penulisan.

tesis int sebagai syaret kulikuler vang wajib dipenuhi dalam
memperoleh gelar kesarjonaan pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakuitas Hukum Universitas Air!e‘mgga, juga scbagai talok ukur kemampuan
mahasiswa dalam menverap ilmu yang diperoleh serta mencrapkannva
dalam suatu prakiek yang ditemui di dalam dan di luar kampus.

Membuktikan baliwa di dalam kenvataan sehari-hari terdapat
Klausul-Kausul dalam Perjanjian Kerja Wakin  ‘tertentu yang  dapat
wmerugikan  pihak  Pengusaha/Perusahaan  ataupun  sebaliknya  Pihak

Pekerja/ Buruh.
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Membuktikan dalam faklanya banyak terjadi penyimpanpan
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kepatutan dalam Perjaryian Kerja
ydrig memuat Kesepakatan Kerja Wakty Tertentu vany disepakati oleh kedua
belah Pihak diatas.

Tujuan tesis ini dibuat ontuk menghasidkan  berbagai usulan
mengenai klausul-klausul yang seharusnya dimuat atan difarang dimuat
dalam suate Perjanjian Kerja yang memuat Kesepakatan Kerja Waktu
Tertentu

Penulisan tesis inmt juga diharapkan berguna untuk menjadi
sumbangan pemikiran pada dunia praktek, dimana para praktisi dapat
menambah wawadsan  serta cakrawala  pemikirannya, schingga  dapat
menompang keprofesionalismenya dalam menjalankan tugas mulia. Bag:
inahasiswa yang mengambil itmu di bidang Hukem diharapkan penulisan
tesis ind dapat dijadikan referensi kasanah keilmuan yvang menunjang tugas-
tugasnya sccara profesional yang kelak dia masuki, vakni Notaris, 1egal
Officer, ataupun pekesjaan vang terkait dengan ketenaga-kerjaan (rmisalkan ¢
Pengacara/Lawver, Konsultan Hukum, Personalia, HRD (Fluman Resources
Departement), LSM (f.embaga Swadaya Masyarakat) yang berempat dengan
dunia Buruh/Pekerja, dan Ovganisast Perusahaan/Pengusaha), sehingga

dapat menompang dan mendorong pencapaian  tujuan  pembangunan

Nasional. — LI )}
ALAAN
wHEIVE A3 AMRLARGES
SPRABAYA
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Tujuan lain dari penulisan tesis ini adalah scbagai informasi vang
sangat berguna bagi masvarakat khususnya para Tenaga Kerja tentang
keberadaan Perjanjian Kerja khususnya vang, mengalur tentang, Kesepakatan
Kerja Waktu Tertenty yang dituangkan dalam svatu Akta, baik Akta

Dibawah Tangan atanpun Akta Notaris.

M etodologi.

(1) Pewdekatan Masalal.

Dalam tesis ini saya menggunakan pendekatan praktis yuridis
artinya pembahasan ini didasarkan pada praktek atau fakta-takta vang
ada dalam praktek yang berlangsung di wilayah Republik Indoncsia
kKhususnya pada wilayah kerja Departemen Tenaga Kerja  dan
Transimigrast serta dalam lubuh organisasi Manager SDM (Sumber
Daya Manusta}/Personala maupun organisasi Pengusaha ataupun
arganisasi Pekerja.

Penulisan  tesis  ini  beesifat  studit didoktriner  dengan
mengamat: fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di bandingkan
dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan,  khususnya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomwor : 13 Tahun 2003 dan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-

0YMEN/1993.  tentang Kescpakatan Kerja Wakte Tertentu  dan

Kesepakatan kerja waktu ...... Agus Purwatiningsih

“Fengtsaha/TCruSalaan, ~ Urganisas: ORI/ Buruh,



:.};

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga Haioemar

mendapatkan keterangan secara hisan, serta pula secara
tertulis mengirimkan daftar pertanyaan dan mendapatkan

jawaban tertulis atas pertanyaan tersebut.

[~

Sumber bahan hukum sckunder, diperoleh dari bahan-
bahan pustaka yang mendukung permasalahan yang ada,
vaknt literatur-ltiteratur atau tulisan-tulisan ilriah lainnya
vang ada hubungannya dengan masalah vang akan

dibahas.

{3} Prosedur Pengumpulun dan Pengolahan Bahan Hukum.

Setelah mendapatkan suraber bahan hukum baik dari segi
studt kepustakaan maupun dagi studi lapangan kemudian dikumpulkan
Jdan di bahas lebih lanjut, serta dikelompokkan dalam golongan tertentu.
Untuk studi kepustakaan di peroleh dari buku-buku dan peraturan-
peraturan yany berhubungan dengan materi tests ing, sedangkan untuk
studi lapangan dengan mendatangi lokast survey, metithat sccara
fangsung proses pembuatan Perjanjian Kerja berkenaan dengan
Kesepakalan Kerja Wakiu Tertentu serta wawancara dengan pihak yang,
terkail,

Kedua sumber bahan hukum  tersebut  diatas  setelah
dikumpulkan, disusun secara sistematis melalui penyolahan dan bahan

hukum penelitian untuk memberikan jawaban atas permasalahan vang
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diajukan dalam tesis ini, schingga akan diperoleh masukkan yang dapa

dipertanggzung-jawabkan kebewarannya.

(4) Analisa Bahan ik,

Dari bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukam primer
maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisa dengan metode
deskriptif empirik analitis. Metode ini memberikan gambaran tentang,
masalah  vang ada, yaitt mengumpulkan  bahan  hukum  darn
menvusunnyd. Kemudian dianalisa serta menarik kesimpulan dari
permasalaban vang ada dalam prakiek, dikaitkan deagan leori vang
berhubungan dengan permasalahan. 1lal ini seperti pula dengan
menggunakan metode deduktif, dimana dalam menganalisa sesuatis
beranjak dari suatu kenyalaan vang umum untuk ditarik kepada sualu
kesimpulan yang bersifat khusus. Namun demikian, hasil dari
kestmpulan yang bersifat khusus ini juga dapat memberikan yambaran
vang bersifat umum (induktif) unteh menelaak kasus-kasus yang
sojerus. Kesimpulan vang ditarik secara silogisme tersebut adalah
wengenal KesepaKatan Kerja Waktu Tertentu Dan Efektifitas Peraturan
Perundang-Undangannva.

Sefam daripada hal tersebut diatas penulis juga menganalisa
bahan hukum dengan berdasarkan metode deskriptif kualitatif, yakni

suattt metode yang berusaha menggambarkan melalui bahan hukum
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vang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan vang terkait

1

dengan permasalahan, daiam hal ini disertai juga dengan survey di

lapanean, sehingea deagan demikian akan diperoleh jawaban vang
b b}—_‘ 2 i A - Fie |

akurat dan faktuil dan permasalahan vang ada dalam tesis ini.

6. Pertanggung-jawaban Sistematika.

Pada bagian terakhir dari bab ini saya akan memberikan
pertanggungjawaban sistematika atas penulisan tesis ini. Tesis ini disusuit
dalam 4 {empat) bab. Terdapat pula bab vang terdiri dart beberapa sub bab.
Tiap-tiap bab berisi uraian dari suatu permasalahan pokok vang dibahas
sestial judul bab yang bersanghutan (untak Hab I sampai dengan Bab HDD.
Sedangkan bagian-bagian permasalahan pada Bab I dan Bab U dibahas
dalam Sub Bab. Kemudian untuk menambah keakuratan penulisan ini
terdapat jugs contoh Akta Perjanjian Ketja yang, memuat Kescpakatan Keija
Wakt Fertemiu.

Pada Bab 1 {Pertama} tentang Pendahuluan diterangkan mengenai
gambaran  permasalehan secara umum bescrla motivasi dart sumber
permasalahan  ini. Apakah Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan
Kebebasaiinva  dalam Sistem Hukum  Perdata (Perjanjian) dan Hukum
Perburvhan  di Tadonesia serta bagaimana  efektifitas  Perundangan-

Undangannya ? Apakah syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban pura
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Pihak yang termuat dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ? Apakah
tugas dan peranan Notaris berkaitan dengan pembuatan Perjanjian Kerja
yang memuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu? Bagaimana prosedur
pembuatan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu scbagai Terjanjian Kerja
Vaktu Terteniu?

Bengan menguraikan garis besar permasalahan pada Bab I, maka
akan lebih memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami
pembahasan permasalahan yang terdapat pada Bab-Bab berikatnya karena
sudah dikctahui arah dan tujusn penulisan tesis ind.

Untuk kesempatan penulis pada Bab_ il {Kedua) akan dibahas
tentang, Kesepakatan Kerja Wakiu Tertentu, dimana menjawab permasalahan
Fortama yaknt apakah Kesepakatan Kerja Wakhu ‘Tertentu dan Kebebasannya
dalam Sistem Hukum Perdata (Perjanjian) dan Hukum Perburuban
Fndotiesta serta bagaimana cfektititas Perundangan-Undangannya ? Apakah
syarat-syarat kerja, serta hak dan kewafiban para Pihak vang termuat dalam
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ?

Setelah memahami Bab H kita mengetahui apa dan bagaimanakah
Kescpakatan Kerja Waktu Tertentw kemudian berkaitan dengan dunia
pendidikan dan dunia kerja penalis, maka pada Bab 1 (Ketiga) dibahaslah
mengonai apakah fugas dan peranan Notaris berkaitan dengan pembuatan

Perjanjian Kerja vang memuat Kesepakatan Kerja Waktu  Tertentu?
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Bagaimana prosedur pembuatan Ke sepakatan Kerja Waktu Tertentu sebagai
Perfarjian Kerja Waktu Tertentu?

Dan pada akhir kesempalan penulisan permasalahan  tesis ini
ditutup dengan Bab IV (Keempat} tentang Penutup vang  berisikan
Kesimpulan dan Saran. Dillarapkan nantinya saran-sarvan tersehut dapat
memberikan masukkan bagi kaum mahasiswa Fakultas Hukom, Sarjana
Hukum, mahasiswa Magister Kenotariatan, Notaris, Legal Officer, ataupun
poketjaan  yang  terkait dengan ketenaga-kerjaas (misalkan
Hengacara/ La‘.*.} . Konsultan Hukum, Personalia, HRID {Human Resources
Departement), LSM i {Lembaga Swadavya ) Masvarakatj vang berempati dengan
dunia Burah/Pekerfa, dan Organisasi Peruszhaan/ Pengusaha), schingga
scmua golongan dapat memantau sampai dimana suatv Perjanjian Kerja
vaiig tiemual Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dapat mengakomidir
semud hak dan kewajiban para DPihak. 1idak ketingpalan pula kami
ampirkan contoh Perjanjian Kerja yang memuat K {esepakatan Kerja Waktu

Tertesitu seimgai referensi,
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BAB II

KESEPAKATAN KERJA
WAKTU TERTENTU
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BAB II

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

1. Pengertian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.

Secara umum jenis Perikatan telah diatur pada Pasal 1233 B.W

dimana disebutkan bahwa tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena

a. Persetujuan ;

b. Undang-Undang,.

Tiap-tiap DPerikatan menurut Pasel 1234 BW. adalah untuk

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk fidak berbuat

sesuatu.

Dalam kenvataannya DPerikatan vang terjadi banyak dilahirkan
karena persetujuan yakni dituangkan dalam supatu Perjaniian.
Bicara mengenai Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tentunya tidak
terlepas dari arti Perjanjian sccara umum vang, tercantum dalam Pasal 1313
B.W. sebagal “Ruk” dari segala macam varian Perjanjian, yakmni :
“Perjanjinn adalah suatu perbuatan dengan mana satu crang atgu lebih

mengthatian dirinya terhadap satu orany atau ichilt tarmnya.”

Perjanjian menurut Pasal tersebut diatas hanya menijelaskan bahwa

Perjanjian adalah suwatu perbuatan tanpa ada batasannya pada untuk apa
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ataupun tujuan Perjanjian terscbut dibuat sclama satu orang atau lebih
mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih Jainnya.

Menurut Pasal 1601 B.W. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan
dalam tiga hal, yaitu :

a. Perjanjian untuk melakukan jasajasa tertentu ;

b. Perjanjian perburuhan/kerja ;

c. Perjanjian pemborongan pekerjaan ;

Karena itu suatu Perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika
pengertian mengenai Perjanjian tersebut diartikan sebagai snatu persetujuan
dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan
suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. &

Dalam suatu Perjanjian, dikenal adanya Asas Kebebasan Berkontrak
atau Freedom of Contract. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang
pada dasarnya boleh membuat Perjanjian yang berisi dan macam apa pun,
asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban
umum. Atau dengan pengertian lain Asas Kebebasan Berkontrak
memberikan kebcbasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk
mengadakan Ferjanfian yang, berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja,
sepanjang tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan

kesusilaan

* Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, him. 78,
* Subekti, Hukum Pexjanjian Penerbit Intermiasa, Jakarta, Cel. 1V, 1979, him_ 13
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Beberapa Unsur yang termuat dalam suatu l'erjanjian menurut

Abdul Kadir Muhammad, yaitu :

a.  Ada pihak-pihak.
Pihak-pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua orang, Para
Fihak bertindak sebagai subyek Perjanjian tersebut. Subyck mana bisa
terdiri dart manusia atau badan hukum. Dalam hal para Pihak terdiri
dari manusia, maka orang terscbut harus telah dewasa dan cakap
untuk melakukan hubungan hukum.

b.  Ada persefujuan antara para pihak.
Para Pihak sebelum membuat suatu Ferjanjian atau dalam membuat
suatu Perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan
bargaining atau tawar menawar di antara keduanya, hal ini biasa
dischbut  dengan  Asas Konsensualitns dalam  suatu Perjanjian.
Konsensus mana harus tanpa discrtai dengan paksaan, tipuan dan
kekhilafan.

C. Ada tujuan yang akan dicapai.
Suatu Perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan
tertent yang ingin dicapai, dan dengan Perjanjian itulah tujuan
tersebut ingin dicapai atau dengan sarana Perjanjian tersebul suatu
tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh

Fihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam Perjanjian
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tersebut.
Dalam mencapai sai: atau beberapa tujuan tertenty, para Pihak terikat
dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut lidak boleh
bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan  ketertiban
wmuoam.

d.  Ada prestasi yang harus dilaksanakan.
Para Pihak dalam suatu Perjanjian mempunyai hak dan kewajiban
tertentu, yaitu satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila
Pihak vang satu berkcwajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka
bagi Pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitu pun
sebaliknya

e. Ada bentuk terlentu.
Suatu Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertudis, dalam hal
suatu Perjamjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu
akta, maka akta tersebut bisa dibuat secara ewthentic maupun
underhands. Akta vang dibuat secara awthentic adalah Akta Perjanjian
vang dibuat oleh para Pihak di hadapan seorang Pejabat Umum yang
diberi wewenang untuk itu.

L. Ada syarat-syarat tertentu.
Dalam suatu Perjanjian tentang, isinya, harus ada syarat-syarat tertentu,

karena dalam suatu Perjanjian menurut ketentuan Pasal 7338 B.W.
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ayat satunya mcnentukan bahwa suatu Perjanjian atau persctujuan
yang sah adalah mengikat sebagai Undang-Undang bagi mcreka yang
membuatnya. Dan agar suatu Ferjanjian bisa dikatakan sebagai suatu
Perjanjian  yang, sah, adalah bilamana Perjanjian tersebut telah
memanuhi syarat-syarat tertentu.

Di tengah persiapan kita untuk menghadapi era-globalisasi dimana
dimulai dengan pemberlakuan ketentuan APEC pada Tahun 2004, desakan
akan peraturan yang mengakomodir kepentingan bangsa ini khususnya di
bidang ketenagakerjaan dan dunia Notaris sangatlah pekik serta haruslah
kita persiapkan dengan matang bersamaan dengan waktu yang terus cepat
berjalan.

Kebutuhan akan kelancaran dan kepastian hukum diantara para
pelaku dibidang bisnis yakni Perusahaan/Pengusaha dan Pekerja/Buruh
sangatlah dibutubkan untuk itu sebagai alat bukti tertulis yany sangat
diperlukan, yakni Perjanjian dimana merupakan salah satu solusi untuk
mengakomodir segala kepentingan para Pihak yang sangat kompleks dan
rumit bahkan untuk kepentingan kedepan yang para Pihak tidak ketahui
akan terjadi.

Perjanjian secara umum menurut Pasal 1313 B.W. adalah suatu
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih,
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Sahnya Perjanjian tunduk pada ketentuan umum Pasal 1320 B.W,,
vaitu terdapat 4 (empat) syarat suatu Perjanjian dikatakan “SAH”, apabila
memuat .

1. kata sepakat/kescpakatan mercka yang mengikatkan dirinya ;

2. kecakapan para Pihak untuk membuat suatu perikatan termasuk

didalamnya adalah suatu Perjanjian ;

3. suatu hal tertentu/dapat ditentukan ; dan

4. suatu kuasa yang diperbolchkan/sebab yang halal.

Pasal 1338 jo Pasal 1340 B.W. diatur mengcnai Asas Freedom of
Contract, Pacta Sunt Servanda, dan Privity of Contract, dimana semuanya
berkenaan dengan Pasal-Pasal yang memuat segala hal yang, disepakati para
Pihak dan berlaku kepada mereka pula.

Hukum Perjanjian menganut Sisfer Terbuka, yang artinya Pasal-
Pasal dart Hukwm Perjanjian merupakan hukum pelengkap (Optional Law)
dimana Pasal-I"asal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh Pihak-
Pihak yang membuat suatu Perjanjian.

Sistem Terbuka mengandung suatu Asas Kebebasan dalam membuat

suatu Perjanjian dimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 B.W.,, yaitu :

Setnua Perjanjian yang dibuat secara sult berlahu sebagai Undang-Undang bagi mereka yang
membuatmya,

Selain itu juga terdapat Asas Komsensualisme yang mana suatu

Perfanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hai yang pokok
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dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Asas ini tercermin dalam Pasal
1326 B.W..

Asas Pacta Sunt Servanda juga pula melandasi setiap Pihak yang
melakukan Perbuatan Hukum dalam membuat Perjanjian, Asas ini juga
dikenal scbagai Asas Kepastian Hukum dimana berhubungan dengan akibat
Perjangian. Hakim atau I'thak Ketiga harus menghormati substansi dari suatu
Perjanjian yang dibuat oleh para Pihak sebagaimana layaknya suatu Undang-
Undang tanpa boleh mereka mengintervensi substansi Perjanjian yang dibuat
oleh para Pihak. Ha! ini diatur daiam Pasal 1338 ayat 1 BW.,, yakni :

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.

Asas Privity of Contract terkandung dalam Pasal 1340 ayat 1 BW.,

yakni
Suatu Perfanjian hanya berlaky antara Pihak-Pihak yang membuatnya.

Dalam Pasal 1338 ayat 3 B.W,, yakni Perjanjtan harus dilaksanakan
dengan itikad baik, dimana dapat disimpulkan Asas lktikad Baik (Goede
Troww) sangat diperlukan oleh para Pihak dalam melaksanakan substansi
Perjanjian berdasarkan kepercayaan atau kenyakinan yang teguh atau
kemauan baik dari para Pihak. Asas ini pula terkait dengan Asas
Kepribadian (Personalitas) vang merupakan asas untuk menentukan bahwa
seseorang, yang akan melakukan dan atau membuat Perjanjian hanya untuk
kepentingan perscorangan saja. Hal ini diatur dalam Pasal 1315 jo Pasal

1340 B.W., Maksud dari ketentuan tersebut adalah Perjanjian dibuat untuk

Tesis Kesepakatan kerja waktu ...... Agus Purwatiningsih



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
Halaman 27

kepentingan dan untuk dirinya sendiri serta Derjanjian tersebu! hanya
berlakti untuk para Pihak yang membuatnya. Akan tetapi ketentuan ini
dikesampingkan dengan ketentuan pada Pasal 1317 B.W. dimana seseorany,
dapat mengadakan Perjanjian untuk kepentingan Pihak Ketiga dengan suatu
svarat yvang ditentukan serta pada Pasel 1318 BW. untuk kepentingan
dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang vang memperoleh hak dari
padanya.

Dalam lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17
sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8
(delapan) Asas Hukum Perikatan Nasional, yaitu : Asas Kepercayaan, Asas
Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hwkum, Asas
Maral, Asas Kepatutan, Asas Kebigsaan, dan Asas Perlindungan.

Perjaniian Kerja ataw juga dikcenal sebagai Perjanjian Perburyhan
vang dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsoverenkomst, mempunyai
beberapa definisi,

Menurut Pasal 1601a B.W. Perjanjian Perburuhan adalah Perjanjian,
dimana Pihak yang satu yakni Buruh/Pekerja mengikat dirinya untuk di
bawah perintah Pihak lain yakni Majikan/Pengusaha/Perusahaan untuk
sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Menurut system Hukum Perburuhan dimena dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 14
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dinvatakan bahwa Perjanjian Kertia adalah Perfanjian antara Pekerja/Buruh
dengan Pengusaha atau Pemnberi Keria vang memuat syarat-syarat kerja, hak,
dan kewaijiban para Pihak.

Selain sccara Normative terdapat pula pendapat Sarjana-Sarjana
vang memberikan pengertian mengenai Perjanjian Ketja.

Menurut Imam Soepome Perjanjian Keria adalah suatu Perjanjian di
mana lihak Kesatu Buruh, menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada
Majikan dengan menerima upah dan pada Pihak lain yakni Majikan,
menvatakan  kesanggupannva  untuk  mempekerjakan Buruh  dengan
membavar upah. istilah Perjanjian Kerja menvatakan bahwa Perjanjlan ini
mengenai kerja. yakni dengan adanva Perjanjian-Kerja timbul kewajiban
suatu Pihak untuk bekerja. Jadi berlainan dengan Perjanjian Perburuhan,
vang tidak menimbuikan hak atas dan kewaiiban untuk melakukan
pekerjaan, tetapl memuat  syaratsyarat tentang perburuhan. Untuk
Perianjian-Kerja ini Wirjono Predjodikero menggunakan secara tepat istilah
Persetujuan Perburuhan, sedang untuk Perjanjian-Perburuhan digunakannya
istilah Persetujuan-Perburuhan-Bersama. Sarjana lain vakni R. Subekti juga
menggunakan sccara kurang tepat istilah Persetujuan-Perburuhan untuk
Perjanjian-Kerja. sedang FPerjanjian-Perburuhan diberinya nama Perselijuan-

Perburuban Kolektip.i&

* imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuban, Penyvunting Helena Poerwanto, dan Suliati Rachmat,

Penctbit Diambatan Cet. X, 1992, him. 52
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Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara seorang “Buruh” dengan
seorang “Maiikan”, Perjanjian mana ditandai oleh ciriciri : adanyva suatu
upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu “hubungan
diperatas” (bahasa Belanda “dienstverhouding”) vyaitu suatu hubungan
berdasarkan mana Pihak vang satu (Majikan) berhak memberikan perintah-
perintah yang harus ditaati oleh yang lain.®

Kalau kita melihat pengertian atau definisi diatas maka kedudukan
antara Pekeria/Buruh dengan Pengusaha/Majikan/Perusahaan adalah tidak
sama dan tidak seimbang. Disinilah muncul aksi Pemerintah untuk
menjembatant kedudukan para FPihak tersebut diatas. Yang semestinva
kedudukan para Fihak dalam membuat Perjanjian Idealnya adalah sama dan
seimbang sesuat dengan “jiwa” Pasal 1313 BW..

Suatu  Perfanjian  dimana  hak-hak mutlak  perorangan  dalam
kehebasan berkontraknva tidak terbatas khusus untuk Perjanjian Kerja, maka
campur tangan Negara dalam hal ini Pemerintah diperfukan untuk mengatur
agar kedudukan para Pihak sama dan seimbang. Sehingga Hukum
Perburuhan dulu sifatnya privaatrechtelijk (soal perdata) sekarang menjadi
publiekrechitelijk.

Hubungan Industrial Pancasila dimana dalam Simposium pada
Tahun 1974, menurnt Sudomo adatah -

Pengertian Dasar alsafah Hubungan Pertnindhun Pancasilu adalah
Hubungan antara parq pelaku dalam proses produksi barang dan jasa

* R.Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit CITRA ADITYA BAKTL Bandung, Cet, X 01995 hlm. 38
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didasarkan  atas wilai-nilai  yang mempakan manifestasi  dars
keseluruhan sila-sila Puncasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang
tumibuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudaygan
nasional.”

Undang-Undang Republik Tndonesia Nomer : 13 Tahun 2003 Pasal 1
ayat 15 mengatur mengenai Hubungan Kerja adalah hubungan antara
Pengusaha dengan Pekerja/Buruh  berdasarkan  Perjanjian Kerja, yang
mempunyat unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Sedangkan [ Tubungan Industrial menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 16 adalah suatu sistem
hubungan yang berbentuk antara para Pelaku dalam proses produksi barang
dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha. Pckerja/Buruh, dan
Pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indongesia Tahun 1945.

Selain Pasal 1320 B.W, sebagai pedoman sah tidaknya suatu
Perjanjlan konsckuensinya berakibat hukum sebagal Undang-Undang bagi
mereka yang membuat dan menandatanganinya, maka terdapat pula unsur-
unsur vang perlu diperhatikan dalam membuat Perjanjian Kerja secara
umum, vakni :

a. Adanya Unsur Work atau Pekerjaan.
Adanya pekerjaan yang dijadikan obyck suatu Perjanjian Kerja dimana

haruslah dilakukan sendiri oleh Pekerja scsuai yang dijanjikan menurut

" Disampaikan oleh R Indiarsaro, Op.Cit
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kemampuannya vang scbaik-baiknya atau sesuai dengan kcebiasaan
akan tetapi hanya dengan seijin Majikan dia dapat menyuruh orang
lain. Hal ini sesirai dengan Pasal 1603a B.W. yaitu :
Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya ; hanyalah dengan
ijin Majikan ia dapat menyurith seorany Ketiga menggantikannya.
Sifat  pekerjaannya adalah pribadi  (personal) berkaitan dengan
kemampuan serta ketrampilan/keahliannya dan oleh karena itu
menurut hukum jika Pekerja/Buruh tersebut meninggal dunia, maka
Ferjanjian Kerja tersebut berakhir,
b. Adanya Unsur Perintah,
Majikan/Pengusaha/Perusahaan memcrintahkan Pekerja/Buruh-nya
untuk melaksanakan perintahnya sesuai dengan pekerjaan yang telah
diperjanjikan dan Pekerja/buruh tersebut wajib melaksanakannva. Ini
vany membuat perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya.
c. Adanya Waktu.
Dalam melakukan pekerjaan terlebih dahulu ada kesepakatan
mengenai jangka waktunya. Untuk itu haruslah secara tegas diatur
dalam suatu Perjanjian Kerja lerutama untuk Pekerja Waktu
Tertentu/Karyawan Kontrak/Buruh tidak telap, sedangkan untuk
Pekerja/Karyawan/Buruh Tetap tidak diperlukan lagi cukup uatuk

masa kerjanya dihitung kctika yang bersangkutan masuk kerja atau
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dianggap/diangkat scbagai Karyawan Tetap.

d.  Adanya Upah.
No Work No Pay Istilah ini sering didengungkan oleh
Majikan/Pengusaha/Perusahaan. Sehingga ketika karvawan  tidak
melakukan pekerjaan {mangkir kerja), maka yang bersangkutan tidak
diberikan upah.
Peranan Upah sebagai tujuan utama seorang Pekerja/Buruh dalam
bekerja sangatlah mempengaruhi motivasi yang bersangkutan dalam
bekerja sclain faktor untuk mengcejar jenjang karir. Bahkan Upah adalah
memegang peranan terpenting dalam hubungan kerja (Perjanjian
Kerja). Sehingga bila tidak ada upah maka lidak ada atau tidak
terciptanya hubungan kerja.

Menurut pakar Hukum Ferburuhan dan Hukum Sosial Belanda,

Rood, dalam Perjanjian Kerja terdapat 4 (empat) unsur, vakni :8)

a.  Adanya Unsur Work atau Pekerjaan,
Suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh Pekerja
vang membual Perjanjian Kerja mcrupakan unsur penting dalam
Perjanjian Kerja. Pekerjaan vang dikerjakan olch Pckerja itu sendiri,
harusiah berdasarkan dan berpedoman pada Perjanjian Kerja. Pekerja

vang melaksanakan pekerjaan atas dasar Ferjanjian Kerja terscbut,

¥ Rood, Hukum Perburuhan (Bahan Pengtaran), Fakulias Hukum, Universitas Padjadjasan, Bandung,
1989, hlm 2R,
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pada pokoknva wajib untuk melaksanakannya sendiri. Sebab apabila
para Pihak itu bebas untuk melaksanakan pekerjaannya, untuk
dilakukan sendiri atau menyuruh pada orang lain  untuk
mclakukannya, akibatnya hal tersebut akan sulit dikatekan sebagai
pelaksanaan dari isi Perjanjian Kerja, Bahkan pada Pasal 4 Peraturan
Pemenintah Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
menyatakan :
Upah tidak dibayar bilu bural tidak melakukan pekerjaan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, jika seorang Pekerja sewaktu
melaksanakan pekerjaannya scbagai implementasi dari isi yang
tercanturn dalam Perjanjian Kerja berhalangan, maka ketentuan
tersebut dapat dikesampingkan, yaitu dalam pelaksanaannva ternyata
pekerjaan tersebut dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain,
sepanjang sebelummya telah diberitahukan dan mendapat persetujuan
terlebth dahulu dari Pihak lain, yaitu Majikan selaku Pemberi Kerja.
Ketentuan ini bisa ditenvui dalam Pasal 1603a B.W. jo Pasal 5 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1981, yaitu

Pasal 1603a B.W. :

Burch diwajibkan melakukan sendiri pekerjaannya ; hanyalah

dengan ijin Majikan ia dapat menyuruh sescorang ketiga

menggantikannya.

Tesis Kesepakatan kerja waktu ...... Agus Purwatiningsih



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
Halaman 34

Sedangkan bunyi pada Pasal 40 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomer : 8 Tahun 1981 sebagati berikut :
a. Jika Buruh sakil, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya ;
h. Jika Buruh tidak masuk bekerja karena hal-hal sebagaimana
dimaksudkan dibawah ini, Buruh sendiri kawin, melahirkan.
b.  Adanya Unsur Service atau Pelayanan.
Prinsip dalam unsur ini adalah suatu kewajiban vang harus dilakukan
oleh si Pekerja dan harus bermanfaat bagi si Pemberi Kerja, dan sesuai
dengan apa yang di muat di dalam isi Perjanjian Kerja.

Adanya Unsur Time atau Waktu Terlentu,

i

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebuf, haruslah dilakukan
scsuai dengan waktu vang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja atau
Peraturan Perundang-Undangan.
d.  Adanya Unsur Pay atan Upah.

Jika sescorang yang bekerja, dalam melaksanakan pekerjaanya bukan
bertyjuan untuk mendapatkan upah, akan tetapi yang menjadi
tujuannya adalah selain upah, maka pelaksanaan pekerjaan lersebut
sulit untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja, atau
dengan kata lain unsur keempat dari Perjanjian Kerja yaitu upah atau
pay tidak terpenubi. Hubungan terschut bukan merupakan

implementasi dari pelaksanaan suatu Perjanjian Kerja.
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Upah maksudnya adalah imbalan prestasi vang wajib dibayar olch
Majikan untuk pekeriaan itu.
Daiam kesempatan ini Perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian
Kerja yang memuat Kesepakatan Kerja Wakiu Tertentu, dimana diatur dalam
Pasal 56 Undang-Undany Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003.
Secara implicit dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1993, tentang Kesepakatan Kerja Waktu

Tertentu pada Pasal 1 butir a, yaitu :

Perjanfian  kerja  antara  Pekerju  dengan  Pengusaha,  unmtuk
mengadukan hubwngan kevja dalam waktie terientne ataw unink
pekerjaan tertentu,

[fubungan kerfa terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara
Pengusaha dan Pekerja/ Buruh.

Perjanfian Kerja vang memuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu,
dimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun
2003 dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa indonesia dan
huruf latin, dibuat atas dasar :

a. Kesepakatan kedua belah Pihak ;

b.  Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukunm ;

¢.  Adanya pekerjaan vang diperjanjikan ; dan

d.  Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bectentangan  dengan

ketertiban  umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-

Undangan yvang berlaku.
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Apabila pada huruf ¢ dan d sebagai svarat obyektif disimpangi
dalam pembuatan Perjanjian Kerja untuk Wakba Tertentu, maka berakibat
hukum Perjanjian Kerja adalah batal demi hukum (null and void). Perjanjian
Kerja vang memuat Kesepakatan Kerfa Waktu Tertentu apabila dinvatakan
batal demi hukum berarti Perjanjian Kerja dinyatakan tidak pernah terjadi
dimana semua kembali keadaan semula seolah-olah tidak pernah ierjadi
Perjanjian dengan kata lain tidak mempunvai kekuatan hukum (niefeg) dan
hal ini berlaku surut kepada keadaan saat Perjanjian dibuat {terug warkende
krachty sesuai dengan Pasal 1265 BW. Hakim diwajibkan karena
jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu Perjanjian atau
Perikatan dan tidak dapatlah Pihak yang satu menuntut Pihak vang lain di
depan Hakim karena tHdak ada dasar hukumnya. Disini secara otomatis
Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tersebut batal demu hukum tanpa
melalui gugatan kepada Pengadilan,

Apabila pada hurut a dan b sebagai syarat subyektif disimpangi
dalam pembuatan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu, maka berakibat
hukum Perjanjian Kerja dapat dibataikan dengan cara dapat dimintakan
pembatalan (canceling) oleh salah satu Pihak. Pihak ini adalah Pihak vang
lidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri
apabila ia sudah menjadi cakap), dan Pihak yang, memberikan perizinannya
atau menyetujui Perjanjian itu secara tidak bebas. Dalam pelaksanaannya

pembatalan tersebut tergantung kehendak dari Pihak yang berkepentingan
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menghendaki pembatalan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu atau idak.
Jadi bukan batal demi hukum. Pembatalan pada Pasal 1454 B.W. membatasi
sampai suatu balas waktu terteniu, yakni 5 (lima) tahun. Pembatalan dapat
dimintakan dengan cara :
I Pihak yany berkepentingan secara akHbf sebagai penggugat
memminta kepada Hakim supaya Perjanjian itu dibatalkan
IL. Menunggu sampai digugat di depan ilakim untuk memenuhi
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut.
Didepan sidang ferscbut yang bersangkutan memohon kepada
tHakim supaya Ferjanjian tersebut dibatalkan. Meminta
pembatalan secara pembelaan inilah vang tidak dibatasi
waktunya.

Perjanjlan Kerja yang memuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu
apabila dinyatakan dapat dibatalkan berarti melalui suatu proses putusan
Pengadiian dimana pembatalan harus dimintakan kepada 1lakim sesuai
dengan Pasal 1266 jo Pasal 1267 B.W. sehingga bagi Pihak vang dirugikan
dapat menuntut pembatalan dan disertai dengan penggantian biaya kerugian
dan bunga. Dapat dibatalkan berakibat hukum batal sejak diputuskan oleh
Hakim dan untuk hal-hal yang terdapat di Perjanjian Kerja sebelum
diputuskan pembatalan dianggap ada.

Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para

Pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat Perjanjian.
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Bagi tenaga kerja anak, yang menanda-tangani Perfanjian adalah orang tua
atau walinya.

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan
pembuatan Perjanjian Kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab
Pengusaha.

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tidak dapat ditarik kembali
dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para Pihak.

Pembuatan Perjanjian  Kerja untuk Waktu Tertentu dibuat
didasarkan atas :

a. Jangka waktu ; atau

b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Ferjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya
akan selesa dalam waktu tertenty, yaitu -

a. Pekerjaan vang sekali selesai atau sementara sifatnya, tidak dapat
diadakan untuk pckerjaan yang bersifat tetap dimana maksudnya
adalah pckerjaan vang sifatnya tcrus-menerus, tidak terputus-
putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu
proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan
musiman ;

b. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak

tergantung cuaca atau kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu
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merupakan pckerjaan yang tcrus-menerus, tidak terputus-putus,
tidak dibatasi waktu, dan merupakant bagian dari suatu proses
produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan
karena adanya suatu kondisi tertentu, maka pekerjaan terscbut
merupakan pekerjaan musiman vang tidak termasuk pekerjaan
tetap sehingga dapat menjadi cobyek Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu ;

¢. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu vang
tidak terlalu lama dan paling lama 3 {tiga) tahun ;

d. Pekerjaan yang bersifat musiman ; atau

e. Pekerfaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baruy,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
perjajakan.

Apabila ketentuan dalam penggolongan menurut jenis dan sifat atau
kegiatan pekerjaannya disimpangi dalam maksud dan tujuan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu atau dalam premise suatu Akta yvang memuat maksud
terscbut, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu 1idak Tertentu.

Perjanjlan Kerja untuk Waktu Tertentu dapat diperpanjang atau
diperbaharui. Jangka waktu untuk Perjanjian Kerja Wakiu Terlentu dapat
diadakan untuk paling lama 2 {dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1
(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Apabila

Pengusaha bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu
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T'ertentu, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu tersebut berakhir harus ada pemberitahvran secara tertulis dari
Pengusaha akan maksud lersebut ditujukan kepada Pekerja/Buruh yang
bersangkutan. Apabila tidak dilakukan, maka demi hukum  menjadi
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30
(tigapuluh} hari berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang lama,
pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut hanya boleh dilakukan
i (satu) kali dan paling lama 2 {dua) tahun. Jika kctentuan diatas tidak
diperhatikan, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertenlu.

Perjanjian Kerfa ini berakhir apabila berakhirnya jangka waktu
Perjanjian Kerja. Sehingga apabila salah satu Pihak mengakhiri hubungan
kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kerja Waktu Tenty, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena :

a. Pekerja meninggal dunia ;

b. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja ;

¢. Adanva putusan Pengadilan dan/atau putusan atau penctapan
lLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang tclah

mempunyai kekuatan hukum tetap ; atau
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d. Adanva keadaan atau kejadian lertentu yang dicantumkan dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
yang dapal menyebabkan berakhirnya hubungan kerja ;

maka Pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan untuk membavyar
ganti rugi kepada Pihak lainnva sebesar upah Pekerja/Buruh sampai batas
waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.

Disini jelas diatur hubungan yang adil dalam hal tanggung jawab
antara DPekerja/Buruh dengan Majikan/Pengusaha/Perusahaan  untuk
menjajankan isi dari Perjanjian Waktu Tertentu dengan segala resikonya, Hal
ini scbagai antipasi bagi para Pihak bila ada salah satu Pihak memutuskan
hubungan kerja Waktu Terientu terschut secara sepihak, misalnya
Fekerja/Buruh  yang mengundurkan diri secara mendadak tanpa
pemberitahuan kepada Majikan/Pengusaha/Perusahaan vang sering terjadi
pada Karyawan Kontrak pada prateknya.

Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor ; 13 Tahun 2003 Perjanjian Kerja dicatatkan ke Instansi yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Pasal b ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor : PCR-02/MEN/1993, tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu,
diatur :

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dibuat rangkap 3 (tiga) masing-
masing wntuk Pekerju, Penyusaha dan Kanlor Depurtemen lenagu
Kerfa setesmpal umtnk didafiarkan.
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Akan tetapi baik dikedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut
diatas tidak mencantumkan sanksi baik secara normative ataupun
administrative jika TFerjanjian Kerja Wakiu Tertentu tidak dilakukan
pendaftaran pada Instansi di Bidang Ketenagakerjaan atau pada Disnaker
setempat.

Sehingga dalam prakteknya ketentuan diatas tidak jarang
ditinggalkan oleh Majikan/Pengusaha/Perusahaan sebagai penanggung
jawab pelaksana segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi
pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja scsuai dengan amanat Pasal 53
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 dengan berbagai
alasan.

Dalam Undang-Undang Republik (ndonesia Nomor : 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris Pasal 1 dinyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat
Umum vang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan
lainnya scbhagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini vakni Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004.

Disini dimungkinkan sekali Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sclain
dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani diatas meterai cukup oleh para
Pihak yang mengikat hanya untuk para Pihak itu sendiri dan tanggung,
jawabnya pun melekat pada masing-masing Fihak, maka dapat dibuatlah

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dihadapan Notaris,
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2. Svarat-Syarat Kerja Serta Hak Dan Kewajiban Para Pihak.

Ciniciri khas bagi suatu Negara Hukum seperti juga Indonesia
adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi, yang mengandung persamaan
dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kulturil dan pendidikan ;

2. Peradilan yang bebas dan tidak memilihak, tidak dipengaruhi oleh
sesuatu kekuasaan/ kekuatan lain apapun;

3. Legalitas, dalam arti huk um dalam semua bentuknya.

Saat wu Indonesia sedang mengarah juga pada The Rule of Law
selain sebagai Negara Hukum (Rechtsstaat). Menurut G.W. Pafon dalam
bukunya “A Text-book of Jurisprudence” telah memberikan tiga pengertian
atau tiga syarat untuk The Rule of Law, yakni :

Dicey found three meanings in the phrase “The Rule of Law”, Firstly, the

supremucy of regular law over arbiirary power ; secondly, equality before the law
in the sense that dofficials must obey it and are subject to the jurisdiction of the
ordinnry courts ; thirdly, the fact that the law of the constitution is the resulf of
decisions of the courts as lo the vights of private induviduals.'

Akan tetapi pada kenyataan kedudukan yang sama dan scimbang
antara para DIihak vang berkepentingan vaitu Pekerja/Buruh Jan
Pengusaha/Perusahaan dalam pembuatan Perjanjian Kerfa yang memuat

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu secara idealnya tidak dapat terjadi. Hal

* G.W. Paton, A Text-hook of Jurisprudence, Oxford Uaiversity Press, 1995, him, 277,

Tesis Kesepakatan kerja waktu ...... Agus Purwatiningsih




ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
Halaman 44

ini sama terjadi pada Perjanjian Kredit antara Pihak Debitor dengan Pihak
Kreditor yakni Bank.

Benturan  kepentingan vyang antara Pekerja vis a vis
Pengusahan/Perusahaan kerap sekali terjadi pasa saat pembuatan Perjanjian
Kerja dan hal ini sepatutnya dipahami oleh para Pihak sehingga benturan
kepentingan tersebut dapat diakomodir secara bijak dalam Perjanjian Kerja
khususnya dalam pembahasan ini memuat Kesepakatan Kerja Wakiu
Tertentu.

Perjanjian Kerja yang memuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu
biasanya dibuat secara dibawah tangan dimana dibuat dan ditanda-tangani
olch para Pihak diatas meterai cukup dengan alasan lebih menghemat waktu
dan biaya. Hal ini hanva mengikat para Pihak saja schingga vang
bertangpungjawab atas ist Perjanjian tersebut adalah para Pihak yang
menanda-tanganinya saja.

Pada prinsipnya Perjanjian Kerja yang memuat Kesepakatan Kerja
Waktu Tertentu terdapat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para
llhak vang telah disepakati. Syarat-syarat kerja berkaitan salah satunya
dengan pengakuan terhadap serikat kerja, sedangkan hak dan kewajiban
para Pihak salah satunya adalah upah, perlindungan hukum dan hal-hal

yang lerkait,
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Pasal-Pasal yang terdapat dalam suatu perjanjian bersifat Optional
Law dimana ketentuan dari Pasal-Pasal yang mengaturnya boleh
disingkirkan oleh para Pihak yang membuat suatu Perjanjian.
Syarat-Syarat Kerja yang termuat dalam Kescpakatan Kerja Waktu
Tertentu digolongkan menjadi 2 {dua), yaitu
1. Syarat-syarat Meteriil, dan

2. Svarat-syarat Formil

1. Syarat-syarat Materiil suatu Perjanjian Kerja yang memuat Kesepakatan

Kerja Wakty Tertentu, antara lain adalah :

a. Dibuat atas kemauan secara sukarela dan bebas dari para
Pihak ;
b. Adanya kemampuan dan atau kecakapan para Pihak untuk

membuat suatu kesepakatan ;

M

Dilarang memuat aturan yang mewajibkan seorang majikan
supaya menerima atat menolak Pekerja/Buruh dari suatu
golongan, baik berkenaan dengan agama, golongan warga
negara atau bangsa, maupun karena keyakinan politik atau
anggota dari sesuatu perkumpulan ;

d, Besarnya upah dan cara pembayarannya (idak boleh

bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja
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Bersama, dan Peraturan Perundang-Undangan vang berfaku.
Disini dengan maksud tidak bertentangan denpan baik
kualitas maupun kuantitas atau tidak boleh lebih rendah dari
Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama di
Perusahaan tersebut ;

e. Syarat-svarat kerja yang memuat hak dan kewajiban
Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang tertuang tidak boleh
bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja
Bersama, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan ;

£, Dilarang memuat aturan yang mewajibkan seorang
Pekerja/Buruh supava hanya bekerja atau tidak boleh
bekerja pada Mujikan/Pengusaha/Perusahaan dari suatu
golongan, batk berkenaan dengan agama, golongan warga
negara atau bangsa, maupun karena kevakinan politik atau
anggota dari suatu perkumpulan ;

£. Dilarang memuat aturan yang, bertentangan dengan Undang-

Undang tentang ketertiban umum atau dengan tata-susila ;

2. Syarat-syarat Formil suatu Perjanjian Kerja yang memuat Kesepakatan

Kerja Waktu Tertentu, antara lain adalah :
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a. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dibuat secara tertulis
serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
Jika dibual dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing apabila
dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran, maka vang,
berlaku adalah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu vang
dibuat dalam bahasa Indonesia.

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang dibuat dibawah
tangan dan ditanda-tangani diatas meterai cukup adalah
secbagai bukti tertulis, akan tetapi hanva berlaku mengikat
untuk para Pihak yang membuat dan menanda-tanganinya
saja. Serta akibat hukumnya hanya merekalah vyang
bertangeunyg jawab akan segala isinya.

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang dibawah tangan
dan ditanda-tangeni diatas meterai cukup tersebut dapat
pula dilakukan Legalisasi oleh Notaris dimana Notaris tidak
bertanggung jawab atas isinya tetapi bertanggung jawab atas
kebenaran tanggal penanda-tanganan akta dibawah tangan
tersebut serta kepastian siapa yang menanda-tangani akta
dibawah tangan tersebui.

Apabila Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu vang dibuat

dibawah tangan tersebut ditandai (Waarmerking) oleh
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Notaris, maka Notaris hanya membukukannya dalam buku
register saja. Akibat dari Legalisasi dan Waarmerken adalah
sama yakni Perjanjian Kerja tersebut adalah Akta dibawah
tangan hanya para Pihak yang membuat dan menanda-
tanganinya vang bertanggung jawab.

Untuk isi Perjanjian Kerja tersebut berlaku mengikat baginya
vang membuat dan menanda-tangani Perjanjian Kerja untuk
Waktu Tertentu terscbut yakni sebagai Undang-Undang
vang harus mereka patuhi karena itu Notaris tidak dapat
diikut sertakan apabila ada suatu sengketa atas Perjanfian
Kerja untuk Waktu Tertentu tersebut.

Akan tetapi apabila Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu
tersebut dibuat dihadapan Notaris melalui suatu Akta
Notaris, maka peranan Notaris sebagai Pihak yang netral
untuk membuat suatu Perjanjian Kerja tersebut menjadi
berkekuatan hukum dan mendapatkan kepastian hukum ini
akan pula dapat dituntut pertanggung jawabannya dan
apabila ada sengketa, maka Notarispun akan dilibatkan dan
bisa kemungkinan menjadi Saksi bahkan dapat meningkat
menjadi Tersangka.

b Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu sckurang-kurangnya
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memuat

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha ;

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat
Pekerja/Buruh;

¢. Jabatan atau jenis pekerjaan ;

d. Tempat pekerjaan ;

e. Besarnya upah dan cara pembayarannva ;

f. Syarat-syarat kerja vang memuat hak dan kewajiban
Pengusaha dan Pekerja/ Buruh ;

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja ;

h, Tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat ; dan

t. Tanda tangan para Pihak dalam Perjanjian Kerja,

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dibuat sekurang-

1

kurangnya dibuat 2 (dua) rangkap vang masing-masing
berkekuatan hukum sama dan  diberikan  untuk
Pekerja/Buruh dan Majikan/Pengusaha/Perusahaan
masing-masing sejumliah 1 (satu) Perjanjian Kerja ;

d. Perjanjian Kerja untuk Waktu Terientu Hddak dapat
mensyaratkan adanya masa percobaan kerja ;

€. Jangka waktu untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat

diadakan untuk paling lama 2 {dua) tahun dan hanya boleh
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diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1
{(satu) tahun. Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
terscbut hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama
2 {dua) tahun ;

f. Segala hal dan/atau biaya vang diperlukan bagi pelaksanaan
pembuatan Perjanjian Kerja dilaksanakan oleh dan menjadi
tanggung jawab Pengusaha :

g Adanya pengaturan prosedural atau mekanisme apabila
Perjanjian  Kerja Waktu ‘Tertentu diperpanjang maupun
diperbarui ;

Sebelum kita menginjak pembahasan mengenai Hak para Pihak akan
lebik bijaksana bila kita membahas mengenai Kewajiban para Pihak terlebih
dahuln.

lika kita membahas suatu kewajiban Pekerja/Buruh dengan kata lain
kita sekaligus membahas mengenai Hak dari Majikan / Pengusaha
/ Perusahaan dan sebaliknya.

1. Kewajiban Pekerja/Buruh dalam Perjanjian Kerja yvang memuat
Kesepakatan Kerja Wakte Tertentu, antara lain :
a. Wajib melakukan pekerjaan.
Dalam berkewajibannya menurut Pasal 1603 jo Pasal 1603a

B.W. Pekerja wajib melakukan pekerjaannya sebagaimana yang,
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ditentukan olch Majikan/Pengusaha/’erusahaan.

c. Wajib menaati suatu perbuatan yang umum dilakukan untuk
searany Pekerja/Buruh.
Diharapkan secara idealnya Pekerja/Buruh pada umumnya
diwajibkan melakukan, maupun untuk tidak melakukan/tidak
berbuat segala hal yang dalam keadaan yang sama patut
dilakukan atau tidak patut dilakukan oleh seorang
Pekerja/Buruh yang baik.

d. Wayjib untuk membayar ganti rugi dan denda.
Apabila Pekerja atau buruh berbuat kesalahan dalam
melakukan pekerjaannya baik secara sengaja atau kelalaiannya
sehingga hal tersebut berakibat kerugian, kerusakan,
kehilangan atau hal lainnya yang atas kejadian tersebut bersifat
tidak menguntungkan atau mcrugikan Majikan/Pengusaha/
Perusahaan, maka atas kejadian tersebut timbuilah tanggung
jawab Peckerja/Buruh untuk mengantinva. Disini dikuatkan
dengan adanya asas demmwmn in iura datwm yang berarti
perbuatan melanggar  hukum  dapat memmbulkan  ganti
kerugian.
Unsur sengaja atau kelalaian adalah mutlak harus ada sebab

tanggung jawab tersebut akan gugur apabila hal tersebut terjadi
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karena bukan kesalahan Pekerja/Buruh ataupun faktor diluar
kemampuan si Pekerja/Buruh, misalnya Bencana Alam atau
kejadian vang scjents.

2. Kewajiban Majikan/Pengusaha/Perusahaan dalam Perjanjian Kerja

vang memuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, antara lain ;
a. Wajth untuk berbuat atau iidak berbual sesuatu.

Kewajiban Majikan/Pengusaha/Perusahaan untuk  berbuat
atau lidak berbuat sesuatu atau dengan kata lain yang
seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan ini
Perjanjian Kerja harus dinyatakan secara jelas dan tegas.
Hal ini agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan
Majikan/Pengusaha/Perusahaan yang discbabkan ketidak-
tahuan dan tidak mengertinva Pekerja/Buruh. Dalam hal ini
dibutuhkan kebijaksanaan seorang Majikan/Pengusaha atau
Perusahaan  dalam  bertindak, vang menurut Gunawi
Kartasapoetra (dkk.}, yailu :

- Apa yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum
harus dilakukan, dibiasakan untuk dilakukan dengan
sebaik-baiknya.

~ Apa yang schenarnya berdasarkan ketentuan hukum

harus dicegah atau dihindari, dibiasakan untuk
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dilakukan pencegahannya dengan penuh ketaatan. 10

b. Wayjib untuk memberikan istirahat dan cuti.
Didalam Pasal 1602v B.W. jo Pasal 79 Undung-Undang
Republik  Indonesiu  Nomor 13 Tghun 2003
Majikan/Pengusaha/Fengusaha  diwajibkan  memberikan
istirahat dan cuti kepada Pckerja/Buruhnya serta mengatur
sedemikian rupa agar disatu sisi Pekerja/Buruh mendapatkan
haknya atas istirahat dan cuti, sedangkan disisi lainnya
Pengusaha tidak merugi dikarena proses produksi atau
jalannya suatu usaha tidak terganggu. Nisini pula muncul suatu
hubungan kerja yang kondusif dengan menghormati hak dan
kewajiban masing-masing sesuai dengan isi Perjanjian Kerja
untuk Waktu Tertentu.

C. Wajib  memberikan  kesempaion  dan  menghormali
Buruh/Pekerja menjalankan ibadakhnya.
Hal ini  pulalah yang harus diperhatikan oleh
Majikan/Pengusaha/Perusahaan dalam hal mengatur jam
istirahat dan sholat atau beribadah sesuai dengan agamanya
masing-masing tanpa mengganggu jam kerja di Perusahaan

vang, telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Kerja untuk

* Guaawi Kartasapoetra (dkk. ), Hukum Perburubian Pancasila Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja,

Penerbitan Armico, Bandung, Cet I, 1983, Him. 9.
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Waktu Tertentu dimana tclah diamanatkan pada Pasal 80
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 jo
Pasal 1602u B.W..

d. Waujib mengurus perawatan dan pengobatan.
Di dalam  Pasal 1602x B.W, Majikan/Pengusaha/
Perusahaan wajitb mengurus perawatan dan pengobatan vang
sepantasnya jika si Pekerja/Buruh yang bertempat tinggal
padanva menderita sakit atau kecelakaan. Tanggung jawab
tersebut paling lama selama 6 {(enam) minggu.
Sakit atau Kecelakaan dimaksud adalah bukan discbabkan
kesengajaan  atau bukan karena perbuatan a swsila dari
Pekerja/Buruh atau bukan akibat dari suatu cacat badan vang
tidak diketahui Majikan/Pengusaha/Perusahaan yang pada
saat pembuatan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tersebut
disembunyikan atau diberikannya keterangan-keterangan paisu
akan keadaan cacat badan tersebut oleh Pekerja/Buruh kepada
Majikan/Pengusaha/Ferusahaan.
Apabila  Majikan/Pengusaha/Perusahaan  tclah  telanjur
memberikan biaya perawatan dan pengobatan tersebut, maka
dapai dituntut kembali biaya tersebut kepada si Pekerja/Buruh

tersebut hanya sebesar selama biaya tersebut dikeluarkan untuk
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4 {empat} minggu pertama.
Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 13 Tahun 2003 pada Pasal 86 jo Pasal 87 telah diatur
pula mengenai perlindungan atas keselamatan dan kesehatan
kerja yang wajib diberikan oleh Majikan/Pengusaha/
Perusahaan kepada Pekerja/Buruhnya lebih lanjut diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Disamping hal tersebut
juga dimungkin asuransi lain untuk mengcover kebutuhan akau
keselamatan dan kesehatan kerja Pekerja/Buruh asalkan tidak
dibawah kebijaksanaan atau aturan dasar yang telah ditetapkan
olch Perusahaan Terbatas PT. JAMINAN SOSIAL TENACGA
KERJA (Persero), dimana sebagai lembaga sosial bekerja
dibawah naungan Departemen Keuangan dan bekerja sama
dengan Departemen Tenaga Kerja, sesuai dengan
% Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor : 3 Tahun
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
*  DPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 14
Tahun 1993 tentang Penvelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja ;

%  Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22
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Tahun 1993 tentang Ienyakit Yang Timbul Karena
Hubungan Kerja ;

‘% Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor : PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk feknis
Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran uran, Pembayaran
Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;

Maksud dan tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk

menyelenggarakan :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja ;

b. laminan Kematian ;

¢. Jaminan Hari'lua;

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Dimana Upaya kesclamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan

untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan

derajat kesehatan para Pekerja/Buruh dengan cara pencegahan

kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahava di

terapal kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

ffal ini kemudian mewajibkan  Majikan/Pengusaha/

Perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja vang terintegrasi dengan Sistem

Manajemen Ferusahaan,
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Maksud dari Sistemm Manajemen Keselamatan dan Keschatan
Kerja adalah bagian dari Sistem Manajemen Perusahaan secara
keseluruhan vang meliputi struktur organisasi, perencanaan,
pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber
daya vyang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan,
pencapaian, pengkajian, dan pemelfiharaan  kebijakan
keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengembalian
risike vang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya
tempat kerja yang aman, efisicn, dan produktif.

€. Wajib memberlnkukan pekerjaan yang sama antara Laki-laki
dan perempuai.
Dalam memberikan pekerjaan baik kepada calon DPekerja
dengan jenis kelamin Laki-laki ataupun Perempuan, maka
Majikan/Fengusaha/Perusahaan wajib untuk tidak melakukan
pelangparan asasi dengan sadar gender. Selain pekerjaan juga
mencakup pula kedudukan, prestasi kerja, upah, jenjang karier
atau bahkan pada tingkat pemberhentian kerja. Disamping,
tidak melakukan pelanggaran asasi serta tetap menghormati
gender Hdak bias gender, maka Majikan/Tengusaha/
Perusahaan juga wajib dengan tidak melihat status marital

Pekerja/Buruhnya. Karcnanya sctiap  Pekerja/ Buruh
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memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam
mendapatkan kesempatan kerja, besarnya upah, jenjang
pendidikan, jenjang karier serta hak-hak lainnya.

Akan tetapi hak asas tersebut diatas dapat disimpangi dalam
kondisi pekerjaan tertentu dimana penyimpangan ini ditujukan
agar memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat
Ferempuan serta bersifat kodrati, misalnya seorang pekerja seni
memerankan seorang ibu hamil, maka tentu saja yang
dipekerjakan adalah seorang pekerja seni perempuan (aktris).

f. Wajib melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala hal
dawatau biaya wntuk pembuatan Perjanjian Kerja untuk
Waktu Terfentu.

Amanat Pasal 53 Undang-Undang Republik indonesia Nomor :
13 Tahun 2003 mengatur bahwa scgala hal dan/atau biaya yang
diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja untuk
Waktu Tertentu dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab
Majikan/Pengusaha/Perusahaan.

Termasuk pula andai kata Perjanjian Kerja untuk Waktu
Tertentu diperpanjang, maka Majikan/Pengusaha/Perusahaan
diwajibkan secara tertulis untuk kurun wakiu 7 (tyjuh} hari

sebelum  DPerjanjian Kerja Waktu Tertentu  berakhir telah
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memberitahukan maksudnya kepada Pekerja/Buruh vang
bersangkutan.

g. Wajib membayar upah.
Upah adalah hal yang terpenting dimana peranannya sangat
perlukan dan harus diperjanjikan secara jelas dan tegas dalam
Ferjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu. Baik secara besarnya
harus dirinci secara detall beserta potongan-potongan untuk
kepentingan pajak, jamsostek alau asuransi, serta potongan-
potongan lainnya juga pula mengenai waktu dan tata cara
pembayaran upah tersebut. Pembayaran harus tcpat pada
waktunya scrta tempat pembayaran atau prosedur pembayaran
haruslah jelas dan dimengerti oleh kedua belah Pihak.
Menurut Pasal 1602 B.W. diatur bahwa Majikan wajib
membayar upah kepada Buruh pada waktu yang ditentukan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003
Pasal 90 melarang Pengusaba membayar upah lebih rendah
dari upah minimum sesuai ketetapan masing-masing daerah.
Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13
Tahun 2003 menganut prinsip No Work No Pay dimana diatur
bahwa upah tidak dibayar apabila Pckerja/Buruh tidak

melakukan pekerjaan. Akan tetapi hal ini tidak berlaku dan
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Majikan/Pengusaha/Perusahaan  wajib  membayar  upah,

apabiia :

a.  Pekerja/Buruh sakit atauv dalam masa haid (khusus masa
haid pada hari pertama dan kedua) ;

b.  Pekerja/Buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan,
membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran
kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau
orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu
rumah meninggal dunia ;

¢.  Pekerja/Buruh menjalankan kewafiban terhadap negara ;

d.  Pekerja/Buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan
agamanya ;

e.  Pekerja/Buruh bersedia meiakukan pekerjaan yang telah
dijanjikan tetapi Fengusaha tidak mempekerjakannya,
baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang
seharusnya dapat dithindari Pengusaha ;

f. Pckerja/Buruh melaksanakan hak istirahat ;

§.  Pekerja/Buruh melaksanakan tugas Serikat
Pekerja/Serikal Buruh atas persetujuan Pengusaha ; dan

h.  Pekerja/Buruh melaksanakan tugas pendidikan dari

Perusahaaan,
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Fial ini menurut Pasal 1602 B.W. Upah juga diatur dalam Pasal
1602b jis Pasal 1603a, Pasal 1603b B.W. serta Pasal 2 dan Pasal
4 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah dimana hak untuk menerima upah timbul
pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat
hubungan kerja putus. Serta Majikan/Pengusaha/Perusahaan
dalam menentapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminsi
antara Pckerja/Buruh berjenis kelamin Laki-laki dan
Perempuan untuk pekerjaan vang sama. Pengupahan yang
sama bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk pekerjaan
vang sama nilainva diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nowor : 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi
Organisasi  Perburuhan Interasional No. 100 Mengenat
Pengupahan Bagi Pekerja Laki-laki Dan Wanita Bagi Pekerja
Yang Sama Nilainya.
h. Wajib memberikan Surat Keterangan/Referensi Kerja.

Menurut Pasal 16022 B.wW, mengatur  bahwa
Majikan/Pengusaha/Perusahaan  wajib  memberikan  Surat
Keterangan, vyang dibubuhi tanggal dan tanda-tangan st
Majikan/Pengusaha serta identitas misalkan stempel dan kop

Perusahaan. Dalam Surat Keterangan tersebut harusiah berisi
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tentang sifat pekerjaan vang dilakukan, lamanya hubungan
kerja antara si Pekerja/Buruh dengan Majikan/Pengusaha/
Perusahaan. Surat Keterangan/Referensi terscbut diberikan
apabila hubungan ketja tersebut diakhiri atas permintaan
sendiri dari si Pekerja/Buruh. Surat Keterangan vang berisikan
pengalaman kerjanya, jabatan yang pernah diduduki dan
keahlian vang bersangkutan akan membuktikan bahw
Pekerja/Buruh  dan sebagai modal untuk mendapatkan
pekerjaan yang baru.

(lara berakhirnva Hubungan Kerja vang dianut dalam Sistem Waktu

Keria Waktu Tertentu adalah :
a. Demi Hukum,
Berakhirnya Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu berakhir
sesual dengan masa kontrak atau pada kurun waktu Perjanjian
Kerja yang telah disepakati serta dituangkan secara tegas dan
sejelas dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut sesuai
dengan Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nowmor : 13 Tahun 2003 ; atau
b, Pekerja meninggal dunia.

Karena prinsip Ne Wark No Pay sesuai dengan Pasal 93 ayat 1

jis Pasal 61 ayat 1 Undang-lUndang Republik Indonesia Nomor :
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13 Tahun 2003 serta menurut Pasal 1603, Pasal 1603a dan Pasal
16037 B.W. 11ubungan Kerja berakhir ketika Pekerja meninggal
dunia dan tidak dapat diwariskan kewajibannya atas
pekerjaannya tersebut sesuai dengan Perjanjlan Kerja Waktu
Tertentu.

Akan tetapi sebaliknya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak
berakhir karena meninggalnya Majikan/Pengusaha/erusahaan
atau beralihnya hak atas Majikan/Pengusaha/Perusahaan vang
discbabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Hal ini diatur
sebagaimana dicantumkan pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat 2 jo Pasal 1603k
B.W..

c. Kesepakatan Para Pihak.

Dikarena terdapat Asas Kebebasan Berkontrak serta Asas
Konsensualisme, apabila kedua belah pihak sepakat untuk
melakukan Addendum/Perubahan pada salah satu Pasal atau
beberapa Pasal vang tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu
Terterttu termasuk mengenal Jangka Waktunya, atau bahkan
dimungkin sekali terjadi perbuatan hukum yakni dengan
sukarcla tanpa adanya tuntutan apapun dikemudian harn

scpakat untuk  mengakhiri masa kontrak, misatkan dengan
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dibuatkannya Sural Pernyataan antara keduanya akan maksud
tersebut.

Akan tetapi bisa jadi dalam kesepakalan ini ierdapat suatu
kewajiban vang dipikul oleh Pihak vang mengakhiri Hubungan
Kerja tersebut sebelum masa berakhirnva Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu untuk membayar kepada Pihak lainnya. Dengan
ketentuan pembayaran tersebut dikalkulasi atas gaji
Pekerja/Buruh berdasarkan sisa masa kontrak vang disepakati
daiam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut.

Menyimpangi ketentuan-ketentuan diatas ada suatu pengecualian
dalam hal berakhirnya Hubungan Kerja yang dianut dalam Sistem Waktu
Kerfa Waktu Tertentu dikarenakan alasan-alasan vang diatur dalam Pasal 16
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-
02/MEN/1993, vakni sebagai berikut :

a.  Kesalahan Berat akibat Perbuatan Pekerja/Buruh sesuai dengan vang
diatur dalam Pasal 17 Peraiuran Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1993, atau

b.  Kesalahan Berat akibat Perbuatan Majikan/Pengusaha/Perusahaan
sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1993, atau
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c. Alasan memaksa sebagaimana dimaksud dalam akibat Perbuatan
Pekerja sesuai dengan vang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Republik indonesia Nomor : PER-02/MEN/1993,

Penvimpangan diatas membawa konsekuensi akan terjadinya
Perselisihan Hubungan Industrial dimana adanya perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara Majikan/Pengusaha/Perusahaan
dengan Pekerja/Buruh mengenai perselisihan Pemutusan ITubungan Kerja
taripa memberikan ganti rugi atas perbuatan tersebut.

Perselisihan ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara tergantung
dari Choice of Law dan Choice of Trial yang berkaitan dengan Kompetensi
Absolut dan Kompetensi Relatif tclah disepakali dalam Ferjanjian Kerja
Waktu Tertentu tersebut sesuai dengan Asas Lex specialis derogat legt
generali yakni hukum khusus membatalkan hukum umum.

Pemilihan mengenai hukum apakah yang dipilih, domisili hukum
atau lembaga Penyelesaian Sengketa apakah yang dipilih dapatlah dibagi
menjadi 2 {dua), yaitu :

a.  Penyelesaian Sengkela di Pengadilan (Litigasi), atau

b.  Penyelesaian Sengketa di T.uar Pengadilan (Non Litigasi).

a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilaa (Litigasi),

Menurut Pasal 10 lUndang-lindang Republik Indonesia Nemor : 14
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Tahun 1970 Peradilan yang dimaksudkan untuk menyclesaikan adalah
masuk dalam Peradilan Umnm dan dipertegas pula dalam Pasal 8
Undang-lindang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 dimana
yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Perselisihan
Hubungan industrial yang belum berlaku saat ini yakni Undang-
Undany Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisthan Hubungan Industrial yang disahkan pada
tanggal 14 Januari 2004 sesuai dengan Perpu (Peraturan Pengganti

Undang-Undang) Nomor : 1 Tahun 2005 ditunda pelaksanaantiva,

b.  Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi).
Penvelesaian Sengketa di Luar Pengadilan lazim kit menyebutkan
scbagai  Alternative Dispute Resolution (ADR} yaitu lembaga
penvelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para Pihak. Cara ini dapat dilakukan di luar Pengadilan
dengan konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli
sesuai dengan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbilrase dan Alternatif Pilihan
Penyelcsaian Sengketa. Sistem ini dipergunakan untuk menghasiikan
sualu solusi vang saling menguntungkan “Win Win Solution”.

Akan tetapi apabila tidak diater maka sccara muntatis muntandis

tunduk kepada ketentuan umum yakni melatui mekanisme yang diatur lebih
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lanjut cleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1957
tentang, Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dimara juga diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 jo Peraturan
Menteri Tenaga Keria Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1993 bahwa
Pengusaha dapat mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan
meminta ifin Pemutusan Hubungan Kerja kepada Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan baik di Tingkat Daerah (P4D)) atou di Tingkat Pusat

(P4P) tergantung dari fumlah Pekerja/Buruh yang akan di-PHK.
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PERANAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN “PERJANJIAN KERJA®
YANG MEMUAT KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

1. Tugas Motaris.

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris diberlakukan sejak tanggal 06 Oktober 2004,
Peraturan Jabatan Notaris diatur dalam suatu produk tinggalan Belanda
yakni Staablad 186G Nomor : 03 tentang Reglement op de Notarische in
Netherlands Indie atau disebut juga Reglement Op Het Notaris Ambt in
Indonesae (sth. 1860 : 3).

Ketentuan-ketentuan I'JN produk Belanda tersebut sudah tidak
dapat mengakomodir kebutuhan akan kepentingan-kepentingan para Pelaku
Hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum, scsial, ekonomi,
politik, dan budaya saat ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang
fabatan Notaris vang merupakan produk Hukum Nasional adalah sudah
sangat mendesak bagi para Notaris scria berkaitan pula dengan Hukum
FPerdata Indonesta dalam rangka peningkatan pelayanan hukum dan

terciptanya kepastian hukum di negara Indonesia khususnya untuk Hukum
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Perjanjian dalam pembahasan ini. Selain itu produk Hukum ini diharapkan
untuk membangun suatu landasan yang kuat dan kokoh suatu aturan main
di dunia Kenotariatan guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlidungan
hukum vang berintikan kebenaran dan keadilan.

Bicara mengenai tugas Notaris tentulah tidak lepas terlebih dahulu
kita membahas mengenai wewenang Nolaris. Karena hubungan antara
wewenang dan tugas adalah sangat berkorelasi. Adanya wewenang tentunya
melahirkan tugas.

Notaris menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Netaris adalah Pejabat Umumn vang
berwenang  untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta Notaris adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ; 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan Notaris,
yakni:

+  Notaris membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,
dan ketetapan yang diharuskan olch Peraturan Perundang-Undangan

dan/atau  vang dikehendaki oleh vang berkepentingan untuk
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dinvatakan dalam Akta Autentlk, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akla-akta itu tidak
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain
vang ditetapkan olch Undang-t/ndang ;

Notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
Surat dibawah langan dengan mendaflarkan dalam buku khusus,
Dimaksudkan disini adalah scbagai Legalisasi terhadap Akta
dibawah tangan yang dibuat sendini oleh orang perseorangan ataw
oleh para Pihak di atas kertas bermeterai cukup dengan jalan
pendaftaran dalam buku Khusus yang disediakan olch Notaris.

. Membukukan Surat-Surat dibawah tangan dengan mendaftar
dalam buku Khusus.

Hal ini dilakukan pendaftaran Akta dibawah tangan untuk
dicantumkan dalam buku registrasi atau dengan kata lain ditandai
(Waarmerking) oleh Nolaris.

€. Membuat kopi dari asli Surat-Surat dibawah tangan berupa
salinan  yang memuat uraian sebagaimana ditulis  dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
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I'ungsi disini adalah untuk melegalisir atau dengan kata lain
Notaris menyatakan bahwa fotokopi tersebut adalah sesuai
dengan aslinya.

e.  Memberikan penvuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan
akta.
Hal ini tidak sama dengan profesi scorang Konsultan Hukum
ataupun Pengacara/Advokat. Yang membedakan adalah Notaris
moemberikan penvuluhan hukum untuk kepentingan pembuatan
akta kliennya.

f.  Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
Tal ini misalnya Nolaris membuat Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan atau membuat suatu ITkatan Jual Beli dan/atau
Kuasa Menjual.

g.  Membual akta risalah lelang.

+  Sclain itu terdapat kewenangan Notaris lainnya dimana diatur dalam
Peraturan Perundang-Undangan.

Mengenai kewajiban Notaris dicantumkan dalam Pasal 16 Undang-
Undang Republik tndonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
vaitu antara lain berkewajiban :

a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpthak, dan menjaga

kepentingan Mihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
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Hal ini juga berhubungaen dengan peran serta Notaris yang non
blok dituntut kesadaran moral/ morality untuk secara profesional
dan jujur sebagai Profesi Mulia (officium nobile) dimana
masyarakat mempercayainya atas profesinya.

b.  Membuat akta (kecuali akta dalam bentuk originali} dalam bentuk

Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol
Nuotaris.
Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga
keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk
asiinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalah-gunaan
grosse, salinan, atau kulipannya dapat scgera diketahui dengan
mudah dengan mencocokkannya dengan aslinva.

¢, Mengeluarkan Grusse Akla, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta.

Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah
Grosse Pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas
perintah Pengadilan.

d.  Memberikan pelavanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Republik Indonesin Nomor : 30 Tahun 2004 tentany
Jabatun Nolaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Yanp, dimaksud dengan “alasan untuk tnenolaknya” adalah
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alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti
adanya hubungan darah atau semenda dengan Nolaris sendiri
atau dengan suami/isterinya, salah satu Pihak tidak mempunyai
kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain
vang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang.

¢.  Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan
segala keterangan vang diperoleh guna pembuatan akta sesual
dengan  sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang
menentukan lain.

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan
dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindung
Kepentingan semua Pihak vang terkait dengan akta terscbut.

f.  Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku
yang memuat tidak lebih dari 50 (imapuluh) akta, dan jika jumiah
akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat
dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta
Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
Akta dan surat vang dibuat Notaris sebagai dokumen resmi
bersifat autentik memeriukan pengaman baik terhadap akta itu
sendiri maupun terhadap isinva untuk mencegah penyalah-

gundan secara tidak bertanggung jawab.
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g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga.

h.  Membual daftar akla yang berkenaan dengan wasiat menurat

urntan waktu pembuatan akta setiap bulan.
Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk
memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan Ahli Waris,
vang setiap saat dapat diakukan peneclusuran atau pelacakan
akan kebenaran dari suatu Akta Wasiat yvang telah dibuatl di
hadapan Notaris.

1. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h
atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasial ke Daftar Pusat
Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
Kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama
setiap bulan berikuinya.

J  Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat

pada setiap akhir bulais.

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman,

hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris

sebagaimana dimaksud dalam huruf t dan huruf g telah
dilaksanakan.

k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik
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Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
Hal ini sebagai identitas Notaris si pembuat Akta yang dimaksud.
I Membacakan akta di hadapan penghadap (kecuali para
Pihak/Penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena
I'enghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami
isinva sesuai dengan Pusal 16 ayat 7 Undang-Undang Republik
Indonesia Nowmor : 30 Tahun 2004 tentang [abatan Notaris)
dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan
ditanda-tangani pada saat itu juga oleh Penghadap, saksi, dan
Notaris .
Secara fisik Notaris harus hadir dan menanda-tangani akta di
hadapan Penghadap dan Saksi.
m.  Menerima magang calon Notaris.
Dalam menerima magang calon Notaris diharapkan Notaris
tersebut dapat mempersiapkan calon Nolaris agar mampu
menjadi Notaris yang profesional.
Bila ada satu Notaris dalam satu wilayah Jabatan, maka Majelis
Pengawas Daerah dapat menunjuk Notaris Pengganti Khusus vang
berwenang untuk membuat akta guna kepetingan pribadi Notaris tersebut

atau keluarganya.
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Dalam prakteknya sesuai dengan Pasal 18 jo Pasal 19 Undang-
Unidang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tenlang Jabatan Notaris
dapat dimungkinkan Notaris dengan tidak teratur menjalankan jabatannya di
luar tempat kedudukannya asalkan tidak keluar dari Wilayah Propinsi
dimana Wilavah Jabatannya berada. Misalkan, Notaris A mempunyai
Wilayah Jabatan di Surabaya menjalankan jabatannya di Mojokerto, i
diperbolehkan asalkan tidak teratur dan Wilayah Mojokerto adalah masih
terletak dalam satu propinsi yang sama dengan Wilayah Surabaya yakni
Jawa Timur.

Notaris sebagai I’cjabat Umum yang diberikan kewcenangan untuk
membuat Akta Autentik diangkat, diberhentikan, dan diawasi oleh Menteri
yang, bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kenotariatan.
Namun khusus dalam meiaksanakan pengawasan Notaris, ditentukan untuk
dilakukan Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri.

fenjang Majelis Pengawas terscbul terdiri atas Majelis Pengawas
Dacrah, Majclis Pengawas Wilyah dan Majelis Pengawas Pusat vyang
keanggotaan masing-masing Majelis Pengawas terdiri dari unsur pemerintah,
Organisasi  Notaris, dan ahli/akademis, Dengan demikian sistem
pengawasan terpadu imi dapat diharapkan agar Notaris dalam menjalankar
wewenang, dan tugasnya di masing-masing wilayah kerjanya dapat
terjangkau dan berfungsi efcktif. Selain itu dibutuhkan pula peran serta

masyarakat sccara pro aktif untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan
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pekenjaannya terutama mengingat merekalah yang secara langsung
menggunakan jasa para Notaris tersebut,

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunvai
kewcenangan dan  kewajiban  untuk melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap Notaris.

lujuan dari pengawasan tersebuf adalah tindakan preventif dan
apabila diperlukan dapat diambil tindakan represif terhadap Notaris,
sehingga tujuan idiil maupun tujuan riil dart Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dicapat.

Untuk memberi lundasan dan kepastian hukum dalam Undang-
Undang Republik ludonesia Nomeor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
maka ditentukan secara jelas alasan dan jenis sanksi apa yang dapat
dijatuhkan terhadap Notaris bila terdapat pelanggaran Kode FEtik Profesi
ataupun sampai dengan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan,
misalnya ketentuan mengenai sanksi vang meliputi teguran lisan, teguran
tertulis pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan
pemberhentian dengan tidak hormat.

Pluralitas  Organisasi  Notaris yang ada di Indonesia
pertumbubannya ibarat cendawan di musim penghujan. Tercatat INT (Tkainn
Notaris Indonesia) vang merupakan Organisasi Notaris tertua di Indonesia
sejak tanggal 01 Juli 1908, Seciring dengan perkembangan zaman dan

kebebasan Hak Berserikat kepada setiap warga negara terdapat pula wadah
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baru vaitu ANI (Asosiasi Notaris Indonesia), PERNORI (Perfimpunan
Notarts Reformusi Indonesia) dan HNI (Himpunan Notaris Indonesin).

Kalau kita membaca Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat diketahui amanat dari
Pasal tersebut bahwa diharapkan kedepan terdapal satu wadah tunggal
untuk Organisast Notaris. Pembalasan Organisasi Notaris i tidak
bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 karena Notaris
adalah profesi unik karena lain dari pada profesi lainnya. Notaris tidak murni
schagai profesi swasta akan tetapi Notaris scbagai Pejabat Umum vyang
diserahi otoritas oleh Negara guna melaksanakan tugas-tugas tertentu serta
untuk membual alat bukti tertulis berupa Akta Autentik dan profesi ini
diangkat olch Menteri. Karcna pekerjaan Notaris tersebut berkorelasi dengan
kepentingan umum/public, maka intervensi Pemerintah diperlukan disin
dengan melakukan pembatasan-pembatasan yakni salah satunya untuk
memudahkan pengawasan dan pembinaan dilakukanlah pembatasan
Organisasi Notaris.

Pada saat ini INT adalah Organisasi Notaris yang direkomendasikan
sebagai wadah tunggal Notaris di Indonesia mengingat sebagai Organisasi
Notaris tertua di Indenesia yang memiliki keanggotaan yang telah banyak

tersebar di wilayah Indonesia.
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2. Peranan Notaris Berkaitan Dengan “Perjanjian Kerja” Yang

Memuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.

Pro dan Kontra mengenai pembetlakuan Undang-Undang Republik
Indonesia Nowmor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sejak
diberlakukan tanggal 06 Oktober 2004 masih perlu di sempurnakan. Bahkan
saat ini masih terdapat Sidang Mahkamah Konstilusi vang ketiga untuk
membahas secara sengit Undang-Undung Republik Indonesia Nomor : 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Talun 2004
tentang fabatan Notaris dapat dikctahui bahwa Notaris adalah Pejabat
Umum vang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomnor : 30 Tahun 2004 tentang fabatan Notaris.

Serta mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 lentang Jabatan Nolaris berkaitan dengan
kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris. Dapat dimungkinkan
Notarts membuat Perjanjian Kerja yang memuat Kesepakatan Kerja Waktu
Tertentu.

Guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum
yang berintikan kebenaran dan keadilan diperlukan suatu alat bukti tertulis
yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek

hukum dalam masyarakat sehingga dapat dihindari suatu sengkota.
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Baik Akta Autentik maupun Akta atau Surat dibawah tangan,
keduanya merupakan alat bukti tertulis sesuat dengan Pasal 1865 Jo 1866
B.W.. Hanya saja perbedaan keduanya terletak pada kekualannya scehagai
alat bukti.

Dalam proses penyelesaian sengketa diperlukanlah Akta Autentik
vang merupakan alat bukti fertulis, terkuat, dan terpenuh dalam
menvelesaikan sengketa secara cepat, murah dan tepat memuaskan para
Pihak vang bersengketa, Karena Akta Autentik pada prinsipnya memuat
kebenaran formal scsuai dengan apa yang diberitahukan oleh Penghadap
(para Pihak) kepada Notaris.

Notaris dalam membuat suatu Akta Autentik harus mengakomodir
kepentingan-kepentingan para Pihak (Penghadap) vang disampaikan kepada
Notaris dan memasukkan dalam suatu klausul-klausul dalam Akta Autentik
tersebut kemudian membacakannya sehingga isi dalam Akta Autentik
tersebut dapat dimengerti dan sesuai dengan kchendak para Pihak
(Penghadap). Selain itu Notaris memberikan penjelasan-penjelasan atau
informasi-informasi yang berkaitan dengan apa vang akan mercka tanda-
tangani terutama berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku sehingga oleh para Pihak posisi Nefral Notaris ini dapat membuat
mereka bebas untuk menyetujui atau sebaliknya tidak menyetujni isi
(klausul-klausul} yang ada dalam Draft Akta Autentik khususnya DPerjanjian

Kerja Waktu Tertentu untuk pembahasan ini yang kemudian setelah ditanda-
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tangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu vang dibuat dihadapan Notaris
tersebut dapat beriaku scbagai Akta Autentik.

Dengan adanya Syarat Svahnya Perjanjian vang diatur Pasal 1320
B.W., yaitu apabila memuat :

1. kata sepakat/kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;

2. Kecakapan para Pihak untuk membuat suatu perikatan termasuk

didalamnya adalah suatu Perjanjian ;

3%

suatu hal lertentu/ dapal ditentukan ; dan

1. suatu kuasa yang diperbolehkan/scbab yang halal.

serta didukung dengan Asas Kepercayaan, Asus Persamaan Hukuimn,
Asas Keseiinbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral Asas Kepatutan,
Asas Kebiasaan, dan Asas Perlindungan vang melandasi pembuatan
Perjanjian Kerja atau juga dikenal sebagai Perjanjian Perburuhan yang dalam
bahasa Belanda discbut Arbeidsoverenkomst dimana mempunyai beberapa
definisi.

Menurut Pasal 1601a B.W. Perjanjian Perburuhan adalah Perjanjian,
dimana Pthak vang satu vakni Buruh/Pekerja mengikat dirinya untuk i
bawah perintah Pihak lain vakni Majikan/Pengusaha/Perusahaan untuk
sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Menurut system Hukum Perburuhan dimana dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nowmor : 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 14

dinyatakan bahwa Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara Pekerja/Buruh
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dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak,
dan Kewajiban pava Pihak.

Serta dalam kesempatan ini Perjanjian Kerja yang dimaksud adalah
Perjanjian Kerja yang memuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, dimana
diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13
Tahun 2003.

Secara implicit dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1993, tentang Kesepakatan Kerja Waktu

Tertentu pada Pasal 1 butir a, yaita

Perfanfjian  ketja  auiara Pekerfn  dengan Pengusaha, untuk
mengadakan hubungan Kerja dalam waktu terlentu atau untuk
pekerjaan fertentn,

[Hubungan kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara
Pengusaha dan Pekerja/ Buruh.

Perjanjian Kerja yang memuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu,
dimana diatur dalam Undang-Undang Republik I1ndonesia Nomor : 13 Talun
2003 dibuat secara lertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan
huruf latin, dibuat atas dasar :

a.  Kesepakatan kedua belah Pihak ;

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum ;

¢.  Adanya pekerjaan yang diperjanjikan ; dan
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d. Pekerjaan vang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban  umum, kesusilaan, dan Peraturan Perondang-
Undangan yang berlaku.

Jelas maka secara tegas ditentukan bahwa kemungkinan besar peran
serta Notaris secara Aktf ataupun Pasif berkaitan dengan Pembuatan
Perjanjian Kerja Waktu [ertentu sangatiah dimungkinkan.

Sesuai dengan Pasal 1868 B.W. sebagal swnber Pasal { Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk oleh atau
dihadapan Pegawai-Pegawai Umum vang berkuasa untuk itu di tempat di
mana akta dibuatnya. Notaris tidak berwenang untuk membuat Akta
Autentlik yang, kewenangannya hanya boleh alau telah dibuat oleh Pejabat
lainnya, contohnya Akta Kelahiran, Akta Perceraian, Akta Pernikahan.

Aktaitu disebut Auteatik bila memenuhi 3 (tiga) unsur, vaitu

_—

Dibuat dalam bentuk menurul ketentuan Undang-Undang ;

!ﬁ.}

Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum ;
3. Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akia ite dibuat.
Akta atau surat yang, tidak memenuhi ketiga unsur tersebut disebut Akta
vang tidak Autentik atau Akta atau Surat dibawah tangan.

Disini dimungkinkan sekali Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selain
dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani diatas meterai cukup olch para

Fihak yang mengikat hanya untuk para Pihak itu sendiri dan tanggung
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jawabnya pun melekat pada masing-masing Pihak, maka dapat dibuatlah
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dihadapan Notaris karena tidak ada
larangan atau Pejabat Umum lainnya yang difunjuk untuk membuatnya.

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nowmor : 13 Tahun 2003 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dicatatkan
ke [nstansi vang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Tenagn Kerja Republik Indonesin
Nomor : PER-02/MEN/1993, tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu,
diatur :

Kesepnkatan Ketja Waktn Tertentu dibuat rangkap 3 (tiga) masing-
nutsing wntuk Pekerja, Pengusalg day Kamtor Depariemen | enaga
Kerja setempnl unt uk didaflarkan,

Akan tetapi baik dikedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut
diatas tidak wmencantumkan sanksi baik sccara normative atavpun
administrative jika Perjanjian Kerja Wakta Tertentu tidak dilakukan
pendaftaran pada Instansi di Bidang Ketenagakerjaan atau pada Disnaker
setempat.

Sehingga dalam  prakteknya ketentuan diatas tidak jarang
ditinggalkan oleh Majikan/Pengusaha/Perusahaan sebagai penanggung
jawab pelaksana segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi
pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja sesuai dengan amanat Pasal 33
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 dengan berbagai

alasan.
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Perjanjian Kerja untuk Waktu lertentu dibuat sccara tertulis serta
harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Jika dibuat dalam
bahasa Indonesia dan bahasa asing apabila dikemudian hari terdapat
perbedaan penafsiran, maka vang berlaku adalah Perjanjian Kerja untuk
Waktu Tertentu yang dibuat dalam bahasa indonesia.

Disini Notaris dapal membual suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
vang diminta oleh para Pihak dengan menggunakan dua versi, yakni dengan
bahasa Tndonesia dan bahasa asing. Akan tetapi vang lebik berkekuatan
hukvm terkuat dan terpenuhi untuk dijadikan sebagai alat bukii tertulis
adalah Penjanjian Kerja Waktu Tertentu vang dibuat dalam bahasa Indonesia
bila terjadi suatu sengketa alau perbedaan penafsiran.

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang dibuat dibawah tangan
dan ditanda-tangani diatas meterai cukup adalah sebagai bukti tertulis, akan
tetapi hanya berlaku mengikat untuk para Pihak yang membuat dan
menanda-tanganinya saja. Serta akibat hukumnya hanya merekalah yang
bertanggung jawab akan segala isinya.

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yvang dibawah tangan dan
ditanda-tangani olch para Pihak diatas meterai cukup tersebut bila
dihubungkan dengan peran Notaris dalam menjalankan profesinya, maka
ada 2 (dua) perbuatan hukum yang terkait, vakni :

a. Legalisasi atau

b. Waarmerken
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a. LEGALISASL
Notaris membubuhkan dalam akhir kata penulisan Akta dibawah tangan

vang dibuat oleh para Pihak tersebut kalimat seperti ini :

Nomor LegaliSast : ircveeeeesssveessnsssesesssesnae
Saya, yang bertanda-tangan di BAWAR iR, cveeeeeereesereerrvesoeeesressessssssnns
Sarjana Hukum, Notaris di .....oeecrerirnanne . menerangkan bahwa Saya

telah menjelaskan scluruh Surat tersebut diatas kepada :

2> Tuan/Nyonya .............. . (identitas Penghadap : pekerjaan dan
termpat tinggal) ;

2>  Tuaw/Nyonya ............. , Uidentitas Penghadap : pekerjaan don
tempat tinggalj ;

yang Saya, Notaris kenal dan sesudah itu, maka :
4 Tuan/Nyonya .............. 2
2> Tuan/Nyonya ...........-.. ;

Tersebur membubulikan tanda-tangannya di atas Surat fersebut

dihadapan Saya, Notaris pada hari ini ......... s prmm— {saat ditanda-

tanganinya Surat terscbut dihadapan Notaris), tanggal ... eererrinen..
NOLAFIS i cunnnecenriririvveenaarin
......................................... . Sarjana Hukum
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Akibat hukum dari Legalisasi adalah Notaris tidak bertanggung jawab
atas isi dari Akta dibawah tangan tersebut akan tetapi bertanggung jawab
atas kebenaran tanggal penanda-tanganan akta dibawah tangan tersebut
serta kepastian siapa sajakah yang mcnanda-tangani Akta dibawah
tangan tersebut apakah sesuai dengan vang disebutkan di Akta dibawah
tangan lersebut dan kcbenaran tanda tangannya disesuaikan dengan
Kartu Indentitas Pihak tersebut.

b. WAARMERKEN.
Apabila Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang dibuat dibawah
tangan tersebut ditandai (Waarmerking) oleh Notarls, maka Notaris
hanya membukukannya dalam buku register saja dan memberikan
Nomor register.
1. Contoh Waarmerken dalam bahasa Indonesia -

P T A WV SRSl e -SSR |

Didaftar dalam buku yang disediakan
Untuk keperluan itu oleh :

Saya vy, o N . Sarjana Hukum
NOBAPIS (L cccovvivrnsirerrcerrerisrroscvesnssssorions :
Surabayn, ...
Notaris di ..ueeveeernveeivvcnenreons
...... coveasmneosssrsassvanasneanvonsrey el
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2. Contoh Waarmerken dalam bahasa Inggris
NUIBEY | coveerriirciiesissrssirnasseenneererinsiressenns
Registered By the ....mvreiisrecsrrnscsssnnnes
Notary Public at .evereeeerverseeersrcsrinras
TOARY, crverevivriicnnvirsescae et sce et s

Notary PuBHC At et

Akibat hukum dari Legalisasi dan Waarmerken adalah sama yakni
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut adalah Akta dibawah tangan
(onderhandsacte) hanya para Pihak yang membuat dan menanda-tanganinya
yang bertanggung jawab.

Untuk isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berlaku mengikat baginya
yang membuat dan menanda-tangani Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu
tersebut yakni sebagai Undang-Undang yang harus mereka patuhi karena itu
Notaris tidak dapat diikut-sertakan apabila ada sualu sengketa atas
Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tersebut.

Akan tetapi apabila Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tersebut
dibuat dihadapan Notaris melalui suatu Akta Notaris, maka peranan Notaris
sebagai T'hak yang netral untuk membuat suatu Perjanjian Kerja tersebut

menjadi berkekuatan hukum terkuat dan terpenuh serta mendapatkan
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kepastian hukum ini akan pula dapat dituntut pertanggung jawabannya dan
apabila ada sengketa, maka Notarispun akan dilibatkan dan bisa
kemungkinan menjadi Saksi bahkan dapat meningkat menjadi Tersangka.

Suatu Akta Autentik adalah suatu bukt yang sempurna tentang apa
vang dimuat didalamnya (Acta Publica Probant) sesuai dengan Pasal 1870
B.W..

Notaris harus siaga penuh 24 (duapuluh empat) jam untuk
memberikan pelayanan hukum akan tetapi Notaris dibatasi hanya bolch
mempunyai 1 (satu) kantor Notaris dan berada di Wilayah Kerjanya.

Pasal 16 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :
30 Tahun 2004 tentung Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris tidak
diperkenankan untuk menolak memberikan bantuannya atau pelavanan
sesuai dengan tuntutan profesinya, apabila hal itu diminta kepadanya kecuali
untuk itu terdapat alasan untuk menolaknya. Pasal ini dijadikan filter olch
Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya membuat Akta
Autentik. Misalnya Notaris menolak untuk diminta oleh Penghadap
membuat Akta Autentik yang bertentangan dengan Undang-Undang. Atau
contoh lainnya adalah Notaris harus menolak untuk membuatkan suatu Akta
Autentik yang salah satu ataupun semua para Penghadapnya masih ada
hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan

suami/isterinya (alasannya yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak),
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salah satu Pihak tidak mempunyai kemanipuan bertindak untuk melakukan
perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Pasal 1365 B.W. menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan meclawan
hukum dar membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian
itu. Disini dapat dimungkinkan apabila Notaris mengetahui bahwa Akta
Autentik vang dibvatmya khususnya Derjanjlan Kerja Waktu Tertentu
terscbut terdapat penyimpangan akan Peraturan Perundang-Undangan atau
scbab yang halal/kausa yang diperbolehkan menurut kepatutan dan
ketertiban sedangkan Notaris masih bersikukuh untuk membuatnya dengan
alasan para Pihak menyctujui semua isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
tersebut, maka dalam hal ini apabila ada Pihak yang merasa dirugikan akan
dibuatnya Akta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut menuntut, maka
yang bersangkutan dapat menuntut puia ganti rugi terhadap Notaris tersebut
berdasarkan Perbuatan Melawan TTukum sesuai dengan Pasal 1365 B.W..

Bila Notaris tersebut diuraikan telah terbukti melakukan perbuatan
melawan hukun (malpraktek), maka tercorenglah profesi Notaris tersebul
dan berdampak pula berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap
Notaris secara umum.

Scbelum Notaris yang dituduh melakakan Malpraktek dihadapkan
dimuka hakim (dimeja hijaukan), maka sesual dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan
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peraturan pelaksananya telah diatur terlebih dahulu mengenai tata tertib
pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notarts atau kewenangan serta
tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas jika terdapat dugaan pelanggaran
Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
Salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah :
1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.O2PR.08.10 Tahun 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan

Tata Cara PPemeriksaan Majelis Pengawas Notaris ;

b2

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : M.39-I'W.07.10 Tahun 2004, tentang Pedoman Pelaksanaan

lugas Majelis Pengawas Notaris ;

3. Keputusan Menteri Kehakiman Dan [lak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M-01.H.T.03.01 Tahun 2003, tentang Kenotarisan ;

4. Ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Edaran Nomor :
2 Tahun 1984 lentang Tatla Cara Pengawasan Terhadap Notaris ;

Tanggung Jawab seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya

adalah seumur hidupnya walaupun Notaris tersebut telah pensiun sesuai

dengan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004

tentang fubatan Notaris. Hal ini juga berlaku terhadap Notaris Pengganti,

Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Semenlara Notaris, sebagaimana
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diatur dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun

yang diatur antara lain :

1.  Netaris adalah Pejabat Umum vang berwenang untuk membuat Akta
Autentik dan kewenangan lainnya scbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.

2. Pejabat Semcentaru Notaris adalah seorang yang untuk sementara
menjabat sebagai Nolaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang

meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.

[

Notaris Pengganti adalah scorang vang untuk sementara diangkat
sebagal Nofaris unluk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit,
atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai
Notaris.

4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai
Notaris khusus untuk membuat Akta tertentu sebagaimana disebutkan
datam surat penetapannya sebagai Notaris karcna di dalam satu daerah
Kabupaten atau Kota terdapat hanya seorang Nolaris, sedangkan
Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini
tidak bolch membuat akta dimaksud.

Akan tetapi tanggung jJawab ini akhirnya dapat berakibat fatal dalam

prakteknya. Karenanya Pasal ini kemudian harus ditinjauan dengan Pasal 8

fo Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004
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tentang Jabatan Notaris dimana untuk selanjutnya tanggung jawab Notaris,
Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris
mempunyai batas waktu pertanggung-jawabannya.

Batas waktu pertanggung-jawaban Notaris adalah selama scpanjang
menjalankan tugas jabatannya, sampai dengan pensiun karena mencapai usia
65 (enampuluh lima) tahun atau 67 (enampuluh tujuh) tahun bila
kesehatannya memungkinkan, atau pensiun atas permintaan sendiri karena
sebab tertentu.

Untuk Notaris Pengganti batas waktu pertanggung-jawabannya, jika
tidak bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi,
maka Notaris Pengganti tidak periu bertanggung jawab apapun, begitu juga
dengan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti Khusus setelah
tilak membuat akta lagn tidak perlu bertanggung jawab apapun atas akta
yang dibuat dihadapan atau olehnya, meskipun demikian jika Fratokol
Notaris sudah diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol ataupun
Protokol Notaris vang disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah (Pasal 7¢
huraf e dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris), bukan berarti pertanggung-jawabannya beralih
kepada Notaris Pemegang atan Penyimpan Protokol.

Oleh karena itu Majelis Pengawas Daerah yvang mempunyai
kewcenangan untuk dan akan menentukan lempat penyimpanan Protokol

Notaris vang berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih. Dan Untuk
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Notaris Pemegang Protokol Notaris itu sendiri hanya mempunyai kewajiban
untuk menjelaskan atau memperlihatkan apa adanya akta yang dipegang
atau disimpannva.

Dengan apa vang diuraikan diatas maka dapat ditegaskan bahwa
Akta Notaris vakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu schagai Akta Autentik
yang akan membuktikan dirinya sendiri scbhagai alat bukti yang sah menurut
hukum. Karena Akta Notaris yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai
Akta Autentik harus dilihat dan dinilai apa adanya scbagai alat bukti yang
pertama dan ufama scrta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna
lengkap dan penuh (voledig bewijs) tentang apa yang dimuat didalamnya
(Acta Publica Probant), sehingga jika ada Pihak ataupun para Pihak yang
menuduh atau menilai bahwa Akta Notaris tersebut palsu atau tidak benar,
maka Pihak vang menuduh atau menilai tersebut harus dapat membuktikan
tuduhan atau penilaiannya sendiri melalui proses hukum (gugatan Perdata)
ataupun dapat melaporkan Notaris tersebut vang diduga melakukan
Malpraktek ke Majelis Pengawas Daerah, bukan dengan mengadukan
Notaris kepada Pihak Kepolisian.

Dalam membuat Akta Autentik yakni Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu berkaitan dengan pembahasan im yang perlu diperhatikan Notaris
adalah hal-hal yang berkenaan dengan Svarat-Syarat Materiil dan Formil

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana telah dijelaskan pamjang lebar
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pada Bab II (Kedua) tesis ini mengenai pembahasan Syarat-Syarat Kerja

Serta Hak Dan Kewaijtban Para Pihak.

Perbedaan yang krusial mengenai Akta Autentik dengan Akta/Surat
dibawah tangan terletak pada kekuatannya sebagai alat bukti.
1. AKTA AUTENTIK
Perjanjian. Kerja Wakiu lertentu yang dibuat dihadapan Notaris
sebagai Akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, dimana
memberikan diantara para Pihak termasuk para ahli warisnya atau
orang yang mendapat hak dari para Pihak itu suatu Bukti Yang
Sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan di dalam Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu tersebut.
Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa, karena
dianggap melekatnya pada akta ity sendiri sehingga tidak perlu
dibuktikan lagi dan bagi Hakim itu merupakan “Bukt
Wajib/Keharusan” (Verplicht Betwifs).
Disamping itu dalam Akta Autentik melekat pedoman sesuai dengan
Pasal 1870 B.W. dimana dianut prinsip Acta Publica Probant.
Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa Akla Autentik
itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu.
Oleh karema itulah maka Akta Autentik mempunyvai kekuatan

pembuktian, baik lahiriah, formil maupun materiil (Uitwendige,
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formiele en materiele bewijskracht).

2]

AKTA DIBAWAH TANGAN (onderhandsacte)

Akta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh para Pihak
diatas materai yang cukup yang discbut sebagai Akta dibawah tangan
baik kemudian dilakukan Legalisasi atau Waarmerken ataupun tidak,
bagi Ilakun adalah scbagai Bukti Bebas (Vrij Bewijs) karena Akta
dibawah tangan ini baru berkekuatan bukti Materiil selelah dibuktikan
kekuatan Formiinya.

Sedangkan kekuatan pembuktian Formilnya baru terjadi apabila P'ihak-
Pihak yang bersangkutan wmengakui akan kebenaran isi dan cara
pembuatan akta dibawah tangan tersebut.

Dengan demikian Akta dibawah tangan ini berlainan dengan Akia
Autentik, sebab bilamana satu Akta dibawah tangan yang, memuat
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ifu dinyatakan palsu, maka sebagat
bukti haruslah membutktikan bahwa Akta itu tidak palsu.

Kekuatan Pembuktian Lahiriah artinya bahwa Akta Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu vang dibuat dihadapan Notans tersebut sendir
berkemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai Akta Autentik
{mengingat scsuai dengan yang diatur dalam Pasal 1868 B.W.) dan
kemampuan ini tidak ada pada Akta/Surat dibawah tangan (sesuai dengan

Pasal 1875 B.W.).
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Mengenai Kekuatan Pembuktian Formil yang dipunyai oleh Akta
Autentik dalam hal ini Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah dari Akta
terschut dapat dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan
dalam Akta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu itu adalah benar. tlal ini
dikarenakan uraian yang telah dilontarkan oleh atau dihadapan Notaris
sebagai Pcjabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu tersebut.

Dalam arti Formal Akta Autentik menjamin kebenaran tanggal,
tanda tangan, komparan, dan tempat Akta dibuat. Dan juga membuktikan
kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilibat, didengar dan dialamt
sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya.

Hal im yang membedakan Akta Autentik dengan Akta/Surat
dibawah tangan dimana Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan
pembuktian formil, terkecuali bila si Penandatangan dari Akta/Surat
dibawah tangan itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

Kekuatan Pembuktian Materiil berarti bahwa isi dari Akta Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu yang dibuat dihadapan Notaris dianggap dibuktikan
sebagal vang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh membuat Akta ini
sebagai landa bukt terbadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain
yang mendapat hak darinya) atan dikenal sebagai “Preuve Preconstituee”

vakm Akta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut mempunyai kekuatan
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pembuktian Materiil sesual dengan Pasal 1870, jis Pasal 1871 dan Pasal 1875
B.wW.

Apabila Akta Perjanjian Kerja Waktu tertentu dibuat dihadapan
Notaris scbagal Akta Notanis, maka secara prakteknva jarang sekali
dilakukan amanat dari Penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dicatatkan
ke Instansi vang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan oleh pihak
Majikan/Pengusaha/Perusahaan. Apalagi Notaris sebagai Pejabat Umum
dimana dilengkapi dengan kekuasaan umum (bekleed met openbaar gezag)
yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk suatu kewenangan tertentu
menjalankan sebagian dari kekuasaan ncgara, unluk membuat alat bukti

tertulis dan Autentik dalam bidang IHukum Perdata.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

a. Guna mengantipasi akibat dari era-globalisasi vang termasuk
kebebasan orang-crang asing untuk bekerja hampir di semua lini
industri baik jasa maupun manufacturing, maka perlu adanya
reformasi disegala bidang demi kepentingan rakyat. Salah satunya
adalah berkenaan dengan Hukum Perburuhan yang notabene berbicara
soal ketenagakerjaan dan akan terkait pula dengan suatu kesepakatan
vang dituangkan dalam “Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu™
dimana terdapat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu. Kesepakatan
Kerja Waktu Tertentu yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu baik dibuat dibawah tangan bermeteral cukup ataupun vang
dibuat dihadapan Nolaris yang kita sebut Akla Autentik dengan tetap
menpmjung tinggi Pasal 1320 B.W. sebagai Syarat Sahnya Perjanjian
scrta Asas Kepercayaan, Asas Persamaon Hukum, Asas Keseimbangan,
Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan,
dan Asas Perlindungan. Yang membedakan Perjanjian Kerja dengan

Perjanpian lainnya adalah adanya suatu upah atau gaji tertentu yang
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diperjanjikan dan adanya suatu “hubungan dipcratas” (bahasa Belanda
“dienstverhouding”} yaitu suatu hubungan berdasarkan mana Pihak
vang satu (Mafikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus
ditaati oleh yang lain {Pekerja/Buruh). Pembuatan Perjanjian Kerja
untuk Waktu lertentu dibuat didasarkan atas Jangka wakfu atau
sclesainya suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan Pasal 56 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 jo Peraturan
Menteri Tenuga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1993,
tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu pada Pasal 1 butir a.
Menurut Undang-Undang Republik indonesin Nomor : 13 Tahun 2003
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat secara tertulis serta harus
menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, dibuat atas dasar
kesepakatan kedua belah Prhak, kemampuan atau kecakapan
melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan,
dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Efektifitas Peraturan Perundang-Undangannyva yang terkait dengan
Perjanjian Kerja Waktu lertentu contohnya Penjelasan Pasal 59 ayat 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 dimana
diatur bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dicalatkan ke Instansi

vang bertanggung jawab dibidang ketcenagakerjaan, akan tetapi
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Ketetentuan ini seringkali tidak dilakukan oleh Majikan / Pengusaha /
Perusahaan sebagat Penanggung Jawab Pelaksana segala hal dan/atan
biava vang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja
sesuai dengan amanat Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 13 Tahun 2003 jo Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Republik  Indonesia Nomor : PER-0J/MEN/1993, tentang
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan berbagai alasan karena
tidak adanva sanksi yang tegas apabila dilanggar.
Pada prinsipnya Perjanjian Kerja vang memuat Kesepakatan Kerja
Waktu Tertentu terdapat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban
para Pithak yang telah disepakati. Syarat-syarat kevja berkaitan salah
satunya dengan pengakuan lerhadap serikat kerja, sedangkan hak dan
kewajiban para Pihak salah satunya adalah upah, perhindungan hukum
dan hal-hal yang terkait. Pasal-Pasal yang terdapat dalam suatu
Perjanjian bersifal Optional Law dimana ketentuan dari Pasal-Pasal
vang mengaturnya bolch disingkirkan oleh para Pihak yang membuat
suatu Perjanjian. Syarat-Syarat Kerja vang termuat dalam Kesepakatan
Kerja Waktu Tertentu digolongkan menjadi 2 {dua), yaitu Syarat-syarat
Meteriil dan Svarat-syarat Formil.

b.  Notaris menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomnor :

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pejabat Umum yang

Tesis Kesepakatan kerja waktu ...... Agus Purwatiningsih



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga Haluman 104

berwenang, untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya
sebagarmana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesin
Nomoar : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peranan Notaris
berkaitan dengan “Perjanjian Kerja” yang memuat Kesepakatan Kerja
Waktu lertentu sangatlah diperlukan mengingat untuk menjamin
kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum vang berintikan
kebenaran dan keadilan diperlukan swatu alat bukti tertulis vang
menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek
hukum dalam masyarakat sehingga dapat dihindan suatu sengketa.
Baik Akta Autentik maupun Akta atau Surat dibawah tangan,
keduanya merupakan alat bukti tertulis sesvai dengan Pasal 1865 Jo
1866 B.W.. Ilanya saja berbedaanya keduanya terictak pada
kekuataninya sebagai alat bukti. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat
dibuat dengan dilakukan secara dibawah tangan diatas materai cukup
kemudian dilakukan Legalisasi ataupun Waarmerken dengan
menggunakan jasa Notaris ataupun dengan dibuat dihadapan Notaris

scbhagat Akta Autentik.

2. Saran.

a. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang dituangkan dalam Perjanjian
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Kerja Waktu lertentu baik dibuat dibawah tangan bermeterai cukup
alaupun yang dibuat dihadapan Notaris vang kita sebut Akta Autentik
dengan tetap menjunjung tnggi Pasal 1320 B.W. sebagai Syarat
Salmya Perjanfian serta Asas Kepercayaan, Asas Persamaan Hukum,
Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas
Kepatutan, Asas Kebinsaan, dan Asas Perlindungan. Serta untuk
mendukung pelaksanaan amanat Penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dimana Perjanjian
Kerja Waktu Terlentu dicatatkan ke Instansi yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan scharusnya disertakan sanksi vang tegas
apabila dilanggar atau apabila perfu ketentuan ini dihapuskan karena
tidak sesuai dengan idealnya suatu Perjanjian yang bebas dibuat oleh
para ihaknya tanpa intervensi Pemerintah di dalamnya.

b. Deran Notaris kedepan sangatlah Iebih diutamakan untuk membuat
suatu “Perjanjian Kerja” vang memuat Kesepakatan Kerja Waktu guna
menjamin kepastian, Ketertiban, dan periindungan hukum yang
berintikan kebenaran dan keadilan diperlukan suatu alat bukti tertulis
yang, menentukan dengan jelas hak dan kewajiban scseorang sebagai
subjek hukum dalam masvarakat sehingga dapat dihindari suatu

sengketa.
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Halaman

y SURAT EDARAN
WENTER! TENAGA KERJA DAN TRANSIUGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 §5. 15/HER/ST-NK/T1/20C5

TENTANG

1

. PUTUSAN MNAHKAMAH MONSTITUSI.
ATAS HAK UJ MATERIL UNTDANG-UNDARG NOWMOR 12 TAHUN 200l
TEMTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASER NECARA
REPUBLIK NODONESIA TAHUN 1825

Sehubungsn cendsn Fulusan  Mghkamah Honstiws  homo e JUISPRPAON W

tanggal 28 Oklober 2004 Tentang Hek Ui Latedil Undang-unceng Nome!
2003 \entang Kelenagakerisan Tarhadap
indonesiz Tahun 1845 dan leiah dimus! dalam Beala Hegsm Nemer 52
tanggal 17 Nopember 2004, maka unlux memberkan kejeizsan sagi

Ungang-Undsng Desar Neoarz i
e pu) A

ahhun sl
DI0I MG GIG

sidanaang peru menerbilkan Surat Edaran sebagsi benkul ;

1)

2

aMahkamah Konsuwsi menyalakan bahwa Undang-undang tomer 13 Tanun
2003 1entang Kelenogskeraan, khusus Pasal 138; Pasal 199: Passl 160 aye:
{1} sepanjang mungenal anak kallmat “...bukan &13s pongacuan pengursana |

Pasal 170 sepanjsng mengenai anak kalimat " Fasal 152 ayar (1) ... .7 Fasal
171 sepsnjsng mernyangkyt anak kalimat “...Pssal 158 syaf (1) .7 FasEl VLl
sepEnjany fmangenai snak kalimat *.. . Pasal 127 dan Fesel 135 agye! (7).
ugak mampunyai kekualan ukum mengikat '

Sshubungan dengsn hal  lersebut huer 1 meks Paselgisal Unteng-vncang

Nomor 13 Tahun 2003 tlenteng Kalenagakurdasn yasnd Cinysloksn 1.2

mampunyal kekualan hukum. meagikal; lidak digunzxan (agl sebaga
dasar/acuan dalam penyselesaian parsellsihan hubungan indusirial,

Senubungzn dengsa heal lersenul ool 1ocen 2 i alas, mEw: pEnuIlesnes
KESYS PEmUINCEN nourcen xerda (PHEK) xerene pexengiiurur Tmazis ~

kgsalahan berat cenu nemeammatiken hai-hal setagz ow o
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3. Pengu&sha yang a}ran melzkuken PRK denb.jn alasan pekenaltuned
melakukan kesalahan derel (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK capat
dilakukan selelah ada pulusan hakim pidang yang eiah membunys
¥ekuaian hukum letap,

b, Apsbila pekens Jitanan olen pihak yang berwajib dan p..qu vhurun udaw
dapat melaksanskan pekerjazn sebageimana mestinga makd Cergku
kelenman ‘Palsal 160 Undang-uncang,Nomor 13 Tahun 200%

&, Qalem hal terdapat “zfasan mendesak” yong mengzkibakan  tszw
memungkmﬂan hubungan kerjz dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempun

" upsya. penyelesaian melalui- lembaga penvelesaian perselisihan hubungen
ingustral.

Oemikian Suratl £caran :ni gikeluarkan wank dapst diketahul can dooergunakan
sebagaimana mestinva,
S
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fHalaman iiZ
Coniob .L‘S%’j an Kerja untuk KKWT (Kesepakatan Kerja Wakiu Terteniu}.
PERJANJIAN KERJA
NGMO® - . {Jangka wakin kKontrakj/{Nama Perusahaanj/(Bulan)/(Taftun)
Pada harimu, hart ..ol Jangeal .l (e
.......................................................................... } yang bertanda-tangan dxba.wah
ini:
i. Nama :  AGUS FURWATININGSIH, Sarjana ifukum

fabatan : Kepaia Bagian i"ersonaiia & Umum
Dalam hai ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan : ———

demikian oleh karona it sah berfindak uniuk dan atas nama seria sah mewakili

Persernan Terbatas “PT. i tiicasssssnsannena s, ETRCdudukan
di .o Rl R S S domlEE fenil Eisaha
{ scfanfutnya dalarne akta ini discbat "‘Pf’ AK PERTAMA” saja ).

wnes PIHAK PERTAMA - mmmesas

i, Nanw
Alamat sesuai
¥artu indentitas :
Alamat sementara :
Momoer Teiephone
Ternpat/ Tanggal Lahir

U

jenis Kelamin 2

Pencidikan =
:'Lgatm :

Kowarganegaraan
4 s:.etan; tnya dalam akta ind disebut "PIHAK KEDUA” saja }.
FiHAK KEDUA

Sehubungan dc-ngan dianggap periu adanya atau tambahan tenaga tidak wewap atu
wnapa Renja untuk waktu ertenta sau, dinana yang bukan merupakan keglatan yang
bersifat tetap dan ddak terputus-putus karena beedasackan kebatudan pasac daat
Client/ K atau castomer/ pelaaggan, make erkait dengao hal fersebut diatas untuk
mengivt tambahan tenaga kenja Tihak Tertama,

vang mana kedua belah pihak dlatas daiam keadaan sehat, kesadaran, dan sukarela —- —
/ tunduk dengan prinsip .............,
'-i'“ﬁrrj’uﬂ
Cirmpri Ferisohaas
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Haleman (3
tunduk dongan prinsip Pacta Sunt Servanda dan Privity of Contract (Pasal 13368 yo Pasal
1340 B.W. {Burperlijk Wethaek] (clah sepakat untuk bersama-sama mengadakan
fubungan korjs dan menanda-tangand Penangian Kerja yoknt kesepakaten kerja untuk
waktu tertentu dengan syarat syarat dan ketentuan sebagat bortkut  seeemeessrrenn

Fasal 1
m=mmemmmnmesm e e e L INGRUP F’ERJANJIAN
Pibak tertame meng mﬂ;a{ Pihak Eedua scbagaimana Pihak Kedua mencrima
pongangkatan torsebut dari Plhak Portama sebagat Tenaga Kontrak Pihak Pertama. —

Pasat 2 . :
——mme e v e P EMNEMPAT AN s e
Cada saat Plhab eedua danghat olely Plak DPoptarma Jengan sladus sclagaimana
Hmaksud pada Pasal 1 Pedanjian fnd. Pihak Eedua ditempatkan diCbketa)
Pada Bdang Bagian ... ... , Sengan kualifikas

- - - 1 1 . + — -
Faormevirs weambtin Lownmdras bomia L.._l(ﬂAIY’;'I“'\J{\.‘\ i \rr‘\.\l.x._1l:'? r\A4*'.\ Faczal 1 FAMIILIAT 1T z1ak
R e L e e e i e e S AT Sins amheaians
. 1 1 X 1 ‘ e 1 2
TTRELL ERFLiTE 2 Laccdfofar doarvoastder  oacasdiz o aadaeEi s & % fasaaaTs Lo Eh At
Ritiiah. JRivL PG TR DAL BTG, YOt I EATEMR o e ccaeae R otroeeerersranan J AR AR AARR S
N N .
catals fanaroead I
J L i L I A Y Y wrrrTrrETere—rrrErETr T Tl e - -4 ey kem-yeyemm----kLobLLEokLELLLEELoLLrEEEEEtikRT I
r o 8
3 ] 3
L3 Suar TE TR J&T‘ 52
........................... Prrseesaaaees J AL SACLARILE Paida W x\bbu_n_..............\,....“...............

.............................................................. ydan dapat diperpamgang, apabia -

ada povsofupan wnink Wa dan kodua Hihak,

- Pacald
—————————————————————————— KEWAIIGAN PIHAK KEQUR ~-———mmmmmmm oo

ATt \n—:.‘.-:l'"‘ SH
At

L‘L‘u:{“t‘l"f._. mE [L—'“"L‘_J’Lu_ dan memahami -

1
f"* dacdily roaor R
EEEE PRSI b

j
o R R Lo iy ol Fordriico
aldciyainn BT, Jall Tl

R £ T p{:‘r*'fv.zzam Bl ‘.c:“.:t‘- i v
ALY Y GEE dak ertulis ¥ a.ub SRETIAAG Gk Px.ha::\ Perta
v  Mengetdiiug mengertd, menvetujui, dan memahanyu sepenuiinya syarat-syarat
umum. ketentuan-ketentuan maupun tata tertib vang berfaku di Fthak —-----—-
Pertama dan sanggup untuk melaksanakannva. mmmmmmmen

urian yang, Giberthan ofeh ihad

= undak

cmrranrs Jomonm cebatb hetheo 1 .
ANNYS CEDEET SUOALL-TRIELYA deny 5. ZATL SVAra-=vaAral L —

o G e aTt y Ketentuan dan sifai pLhLI‘]auT‘r uniek Finak h&ﬁ’da, ’g&"‘ﬁ k\t:i'}a
dan tugas vang lepin lanjut akan ditentukan dan diatur dalam job
tAscripfion atau Surat Pengangiatan vang asiinva dilekatkan pada akhir -

DETTAWGG, -

T 2 é amfin S
AT R \}u Qs nEuiRGil \W_nouu }un\ :\':_x)u b ““t‘ «,1“.:‘\1 AT AGE

; \'lnn aituak oo T ntdr\ l\t‘L‘ﬂU(.
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fqiaman fix
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Fortama dengan sisters shift dan hard Hbur mingguan vang, disesuaikan. ---

=  Nenfaat semwu perm‘?‘x, metruks baik Bsan maupun tevtals dan atasan -
Jdimana Trihak Kedua ditempatkan, sepanjang, perintah atan mstrukst terscout
Gikelnarkan dalam rangka pelaksanaan tugas atau pekerjaan 'inak ~equa —---
dan tidak bertentangan dengan tindang- Undang.

e Mentaah tugas vang diberikan Pihak Pertama untuk selanjutnva pada -

Bidang ... L - .

= Untuk bersedia ditugashan ketja lembrar oleh Pihak Pertaima. - mmemmmeeee

¢ Uniuk bersedia dimutasikan di baglan iain sesual dengan kebuiluhan Fihak
Pertama Jdengan upah vang sama. -

. Melaksanakan semua tugasnya vang diperintahkan oleh Pihak Pertama, dan

Fibak Kedun selain diharapkan untuk berusabs bekeria sckeras-kerasny s —---

e meMajukan Pihiak Pertama juga sanggup bertanggung jawsb, menjaga —
serta memelihara terhadap semua peralatan yang menjadi tanggunyg ——-------
awabnya. —-- B R e e
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